
LAPQRAN PENELITIAN 
DIK SUPlfMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TAHUN ANGGARAN 2003 

PENEGAKAN DAN PERLIN DUNGAN HUKUM HAK 
CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Pene liti: 

Nurul Barizah. S.H., LL.M. 

r~ I SEP 2005 

LEMBAGA PENEUTIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
Dibiayai Qleh Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga Tahun 2003 

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 4624/J03/PC/2oo3 
Tangga l 13 Juni 2003 

Nomor Urut 11 

0< 
J 

J 
FAKULTAS HUKUM 

UN IV ERSITAS AIRLANGGA 

Nopember, 2003 



0\47041t.\( 



lAPORAN PENELITIAN 
OIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TAHUNANGGARAN 2003 

PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK 
CIPTA Dl LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Peneliti: 

Nurul Barizah, S.H .. LL.M. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' 014704141 * 

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
Dibiayai Oleh Dana DIK Suplemen Universi tas Airlangga TallOn 2003 

SK Rektor Universitas Airlangga NOlllor 4624/J03jPC/2oo3 
Tangga l 13 Juni 2003 

Nomor Urul 11 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Nopember, 2003 

• 

) 



DEI'ARTEMEN I'ENDlDrKAN NAsrUNAL 

UN IVERSITAS AIRLANGGA 

LEMBAGA PENELITIAN 
1. Puslill'ftrnbnn9un~n Hoglon41 
2. PUllit Obal Tr~dl " on~1 

3. PusHI I'engembangan Ilukum lS923S84) 
4. Pus!llllno.ung;ln II ldup (S9951,8) 

5. Pus lj, Pengombnngnn Giri1599S72Il) 
6 . PuslltlS'udl Wllni,m (5995722) 
1. PUlli , Ol;lh Ra911 
8 . Puslli 6 10ene'91 

9. pu, II' Kt pe ndudukan dDn 
Pemb. "gunDn (59957 19) 

10. Pu.I!V I(neh~llIn nep.oduk .. , 

K,lInplIS C Unair. JI. Mulyorcjo Surabaya 60 11 5 Telp. (03 1) 5995246. 5995248. 5995247 Fax. (03 1)5962066 
E,mall : Ipur11lu Orad,MI id· hUp:flwww.geooticS.com/Alhcn5lOiyrnpusf622J 

IDENTITAS DAN PENGESAHAN 
LAPORAN AKHIR HASIL PENELIT/AN 

1. .Judul l'euclili :1II 

:I. 1\'1:IC:l1II Pcuci ili:1II 

iI . 1<:II CJ!uri I·C II Clili :1II 

2. I<cl'a l:l Poyc /( PCllciiliall 

:I. Naill!! IClIg lml' 11 :\11 GC I:II ' 

b .. !e llis l,cI;l lIIin 

c. 1':llIg lmI/Gu lo ll l!:l 1I dall Nil' 

II . .IaiJalali Sc lwl'lHI g 

c. F:II, u 11: .... /I' lIs l il l.! IIl 'usa n 

f. Ulli v/ lus.lAlt:Hlc llli 

g. Ui tlall g IImll ) ';111:; dilcliti 

3. J lllni a h Tim Pelle/iti 

.f. Lu lmsi 1't'lIc l i1 iau 

5. I(cl'jas:lIl1 !1 d e llg:! u In sl alls i lain 

:I. Nallla Jns l:lII s i 

IJ . A I :! mal 

6. Jall g l(:I w;l I(11I p cnc lil iall 

7. Ilia)':l )': lIIg dip c rllll (:111 

8 . Scmiu;!1' lIasil PCll c liti:1II 

Dilal.sall:lI':111 'I':l nl!gal 

l-las il I*c llclili!ln 

I'c d illt luli ga n dan I' c ll c);al(:l 1I 1IIIIwm Il a l, (' ipl:l di 
Ling lwlI );:In Ulli Vc l's ila s Airla ng:;!! 

D FUlidalll c lllal D T cl':lpan D l'cll gcm barlJ,!!ln 

0 11 

N Ul'll! Badza h , S.H .• LL.M . 

I'enal!! l\ tuila TI.:. I(Gol. II I/h) 132 IJJ 9·':' 

Slar I'c ngaj :lI' 

Fa lw llas II II lUll II 

U nivcrsitas Ai dan g:;:! 

1111111 II ulwlII 

I (sal u) o nlll g 

Ulli \'l'I's ilas Aid:l ug:;;l 

: 5 (lim a) bu la u 

, Rp.3.500.1I00,00 

12 N"I'cmbCl' 2003 

( ) 13ail{ ScI':lli 

( ) Sc dan g 

(V) II a i It 

() 1( III' :llI g 

~ 
;,,,,,,~, 

... " '\ ... < • 

..... ~C:>' 
S III 'aha)':I , 12 NO PClllh c l' 2 t10) 

ct-';;I M enge lah II i/Mcngcs:l II Imn 

§i~~ I "' ''' '/~Ck:tOO' 
':;I _ "-,,, : ;::=.= .. ~K~C~'~'="~' ~L~c~'~n~b~i"~" ~'~P;C~'~"~I~;t;;~";n~'=i::> .. ,, ' !. 

(t, :" .. / I r D II ~i4G~ p~ ~ ' 1'0. r. ' ( ~:l1' ''';'''u . rn.~. , ~ 
Nil' r~ O 70 1 125 

LPUNAln rin. Page 7 2910112004 



RINGKASAN 

PERLINDUNGAN DAN PENEGA1{AN HUKUM HAK CIPTA Dr UNGKUNGAN 

UNIVERSITAS AIRLANGGA (Nun.d Barizah, 2003, 49 halaman). 

PeneHtian ini dilakukan untuk menj~wab pennasalahan: (1) Bagaimanakah pengaturan 

mengenai perlindungan, pelanggaran. dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil 

karya intelektual di dalam perundan!tundangan nasional yang baru . (2) Bagaimanakah 

perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya 

intelektual di Iingkungan Universit~s Airlangga, dan (3) Bagaimana upaya untuk 

meningkatkan perlindung~n, dan pettegakan, serta mengurangi terjadinya pelanggaran 

Undang-Undang tentang" Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di Iingkungan 

Universitas Airlangga. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan, 

pelanggaran, dan penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam 

perundang-undangan nasional yang baru. (2) Untuk mengetahui pengaturan mengenai 

perlindungan, pelanggaran dan pen~gakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya 

intelektual di lingkungan Universitas Airlangga, dan (3) Untuk mengidcntitikasi upaya 

peningkatan perlindungan, penegakan dan peneegahan terjadinya pelanggaran Hukum Hak 

Cipta terhadap hasil karya intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga. Dari segi 

manfaat, penelitian ini diharapkan memberi masukan yang berharga bagi Universitas 

Airlangga di dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, 

berupa formula penegakan, penyelesai~n sengketa dan peneegahan pelanggaran. 

Penelitian ini bersifat juridis sosiologis. Data yang digunakan untuk aeuan adalah data 

primer yang berupa hasH wawaneara dengan responden dan pcnemuan di lapangan. Data 

sekunder berasal daTi kepustakaan, termasuk hasil penetitian yang terkait dengan 

permasalahan. Lokasi penelitian ini adalah Universitas Airlangga. Populasinya adalah 

Fakultas-Fakultas di lingkungan Uqiversitas Airlangga. Type penetitian ini adalah 

deskriminatif analisis, dengan menga1Jlbil beberapa subyek ynitu: (1) 22 (dun puluh dun) 
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orang staff pengajar, dengan kriteria dosen muda yang produktif dan aktif dalam kcgiatan 

peneHtian dan penulisan. (2) 22 (dua puluh dua) mahasiswalmahasiswi dengan kriteria, 

mahasiswal mahasiswi yang pemah atau sedang akti f dalam kcgiatan kcmahasiswaan 

(aktivis mahasiswa) dan mahasiwa y~ng sedang melakukan penyusunan atau penulisan 

tugas akhir. (3) Pengurus Sentra HAKI Universitas. (4) Pen gurus Unit Konsultasi dan 

8antuan Hukum Fakultas Hukum, dan (5) Penasehat Rektor Universitas Airlangga. Metode 

pengumpulan dan lakukan dengan pepgamatan langsung di lapangan dan mewawancarai 

subyek penelitian secara bebas. Sedant!kan pengumpualn data sekunder dilakukan melalui 

study literatur yang diperoleh dari' bahan kepustakaan yaitu, buku-buku teks book, 

peraturan-peraturan perundang-undang;:lO nasional, konvensi-konvensi intemasional, jumal­

jumal ilmiah, pemdapat para ahli, rnakalah seminar dan tuHsan-tulisan tainnya yang terkait 

dengan obyek penelitian. Dan seluruh ~ata yang terkumpul dianalisa secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahw~ Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang barn 

mengatur'ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Tentang Hak 

Cipta sebelumnya yaitu yang berkaitan dengan: (a) scope perlindungan yang diperluas, (b) 

proses penyelesain sengketa yang lebih cepat dan jelas, (c) penegakan yang lebih ketat. 

Perubahan pengaturan tersebut sangat berpengaruh bagi disseminasi keilmuan dan 

pengembangan iJmu pengetahuan. 'Oi Iingkungan Universitas Airlangga sudah cukup 

banyak lcmbaga atau unit yang' bisa dioptimalkan perannya untuk mernbantu 

mensosialisasikan dan menegakkan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Namun penelitian 

ini menernukan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang Tentang Hak 

Cipta yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiwa di Iingkungan Universitas Airlangga, 

terutama dalam bentuk perbanyakan Ciptaan tanpa seijin Pernegang Hak dan Penggunaan 

Ciptaan pihak lain tanpa menyebutka,n sumbemya dengan jelas (plagiarism atau jiplak­

rnenjiplak). Namun hal tersebut tid3Jc banyak terpubtikasikan dcngan alasan: menjaga 

kredibilitas Universitas, senioritas, ked~katan kelompok dan spirit of the corp. 

Adapun faktor-faktor yang rnenyebablcan pelanggaran adalah: kondisi ekonomi, budaya 

rnasyarakat yang kurang mendukung. lernahnya penegakan hukum, dan tidak adanya 

sosialisasi. Undang-Undang. Penelitian ini juga menemukan faktor -faktor yang 

menyebabkan terjadinya plagiarism, yaitu : Tidak ada aturan yang mengatur tentang Code 

of Conduct for Student and Rules of Academic Misconduct; Tidak adanya suatu lembaga 
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yang sccara spcsi lik mcngontrol pelanggaran elika a!.:ademik ; Min;:!. ! b3ca yang rcndah di 

ka langan starr pcngajar; Tidak adanya jaringan anlar pcrgufunn lingg; yang Illudah diakscs; 

Dan tidak adanya sosialis3si Undang·LJ ndang. 

Bcrdasarkan hasil pcnciit ian ini disara l,1kan unluk lllcnclapkiln ('ode oj Condllcl jor SllIdent 

and Rules of Academic Miscollducr; Membcntuk FacilIty Sludent Condllct Commillee dan 

FacilIty Academic )\4iscolldllcl ComlJlillee; Mcnclapkiln kcbijakan fak ultas berkaitan 

dcnganlugas-lugas tcrtul is; Memaksim.alkan peran Scntra HAKI Un ive rsitas dan Fakultas 

Hukum;' Mcmhuat jnTingan antar perguruan lil1ggi yang l1ludah diakscs; dan Sosi flli sasi 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang I-Iak Cipta kcpada rnahasiswa baru. 

(Hukum Intcmasiona l Fakultas H,ukunl Universi tas Ai rl angga: No Kontrak 

656fJ03 .2IPGf2003 , 16 Juni 2003) 
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SUMMARY 

THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT LAW AT THE 

UNIVERSITY OF AIRLANGGA ( Nurul Barizah, 2003, 49 pages) 

This research conducted to answer the questions: (I) How is the provisions concerning 

protection, infringement, and enforce'~ent of Copyright Law toward intellectual creativity 

result under new Indonesian Copyright Act. (2) How is the provisions concerning 

protection, infringement and enforcement of Copyright -Law toward intellectual creativity 

result at the University of Airlangga, and (3) What is the effort should be done by the 

University to increase the protection\ enforcement, and reduce infringement of the Act 

toward intellectual creativity result at {lie University of Airlangga. 

The aim of this research are: (1) to know provisions concerning protection, infringement, 

and enforcement of Copyright Law toward intellectual creativity result under new 

Indonesian Copyright Act. (2) to. know provisons concerning protection, infringement, and 

enforcement of Copyright Act tow~rd intellectual creativity result at the Airlangga 

University, and (3) to identify several efforts to increase the protection, enforcement and 

reduce infringement of the Act towa~ intellectual creativity result at the University of 

Airlangga. The benefit of this research expected to bring a valuable contribution for the 

University in implementing new Copyright Act, in the form of enforcement formula, 

dispute settlement, and infringement prevention. 

This is socio- legal research. The data used for this research can be divided into: (I) 

primary data resulted from interview to respondents, and field study~ and (2) secondary 

data from library, including research r~sult related to the topic. The location of the research 

is the University of Airlangga. The subject of the research consist of: (1) 22 (twenty two) 

young lecturers, productive, and active on research and writing. (2) 22 (twenty two) student 

activists, and students who sit on the last semester which are still doing research for their 

thesis. (3) The secretary of the Sentra HAKT. (4) Head of the Legal Aid and Consultation 
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Unit Faculty of Law, Airlangga University, and (5) Legal Advis~r of the Rector of the 

Airlangga University. The data collection method on this research is by literature study on 

the library, including texts-book, regulation, acts, international convention, scientific 

journals, etc. An data collected then anillyzed by qualitative analysis. 

The result of this research found that the new Copyright Act provides new provisions 

which are not provided under the last Copyright Act, that are in relation to : (a) wider scope 

of protection, (2) settlement dispute process, and (3) its enforcement. That changes will 

influence the dissemination and development of knowledge in some respects. The research 

found that there are still many infringement of the Copyright Act conducted by lecturers 

and students at the Airlangga University, particularly in the form of copying copyrighted 

material without permission from Cppyright Holder, and plagiarism. Nevertheless, the 

above condition have not been published to keep the credibility of the University, 

seniority, and so on. This research also found several factors contribute to infringement of 

Copyright Act, that are: economic condition, society culture, weak of law enforcement, 

and no socialization of the Act. Futlhermore, this research also present several factors 

contribute to plagiarism, that are: N,;>, provision concerning Code of Conduct for Students 

and Rules of Academic Misconduct; No specific UI~it to control the breach of academic 

conduct; low reading habit among lecturer; No accessable university network; and No 

socialization of the Act. 

Based on the research result, it is suggested that University should:; Provides Code of 

Conduct for Student and Rules of Academic Misconduct; Establish Faculty Student 

Conduct ,Committee and Faculty Ac;ademic -Misconduct Committee; Establish faculty 
, 

policy in relation to writing assignment; Maximize the role of Sentra HAKT; Establish net-

work ainong and between uriiversity, aod Socialization of the Act to new students. 

(International Jaw, Faculty of Law the University of Airlangga: Contract Numbe; 

656/J03.2IPG/2003, 16 Juni 2003) 
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I. PENDAHULUAN 

J. J. LATAR BELAKANG 

i-Iukum Hak Cipln scbagai salah sall! bagian dari hak alas kckayaan intclcktual adalah perlu 

diketahui , dipahami dan dilegakkan tidak hanya olch masyarakat pada UI11Ulllnya , letapi 

j uga olch anggota civitas akadcmika (dosen, mahasiswa, karyawan) yang di datum 

aktifitas kchidupan schari-harinya tcrlibat secam langsung di dalam kcgiatan pcndidikan, 

pcngajaran dan p:nclitian. Oi dalam kcgiatan tcrscbUI dialns sering kali mclahirkan karya­

karya intelektual yang dapat dilindungi hak cipln. 

Pcrguruan Tinggi dan para civitas akadcmika selahl bcrscntuhan dan bcrkai tan era! dcngan 

bcbcrapa hasil - hasil kar) '3 inte lek1.ua l baik el i bidang ilmu pcngctahuan, seni , maupun 

sastra, yang berupa: buku, hasil pcneiitian, laporan, program kompulcr, karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, yang dalam bentuk eeramah, kuliah, 

pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepcntingan pcndidikan dan ilmu pcngetahuan, 

terjemahan, tarsi ran, saduran, bunga rampai , data base, dan karya-karya lainnya. 

Perlindungan dan pcnghargaan brya cipta tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong 

kreativitas intelektual yang bcrupa lahimya karya-karya cipta yang baru, letapi sangat 

bcrpengaruh terhadap kcgiatan perckonomian, pcrkcmbangan pcrdagangan, industri , dan 

investasi suatu negara.! Untuk itll kepcntingan tcrscbut, Pcmcrinlah Indonesia berusaha 

melakukan berbagai upaya da.lam rangka mcnegakkan Hukum Hak Cipta seeara crektir, 

tcnnasuk di dalamnya merevis i dan merubah Undang-Undang I-Iak Ciptanya seeara 

progrcsif. Yaitu dengan mcrubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian dirubah lagi ke da1am 

UU No. 13 tahun 1997, dan yang tcrakhir Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (entang 

Hak Cipta. Itu bcrarti dalam jangka \VakIli 20 la'; un , Undang-Undang ten tang I-Iak Cipta 

Indonesia tclah di rubah 4 kali. 

L Meskipun korclasi yang positive antara perl indungan yang kelal lerhadap Ilak atas Kekayaan IntcieklUal 
(HAKI) khususnya dibidang Hak Cipla dengan Illcningknlnya hasil karya inlclek lual yang bam, 
meningkalnya pcrekonomian, perdagangan dan inveslasi yang masuk di Indonesia belum tcrbukti dan masih 
menjadi polemik, tctapi Pemerintah Indonesia Percaya bahwa meningkat nya perlindungan tcrhadap IIAK I 
akan berpengamh positif terhadap perekonomian Indonesia. LiILat bagian konsidcran dalam setiap Undang­
Undang tentang HAKI. 



Upaya perlindungan, penegakan, dan perubahan Undang-Undang tentang Hak Cipta 

tersebut diatas tidak lepas dari perkembangan' dan pengaruh Undang-Undang dan 

peraturan yang serupa di luar negeri. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia adalah negara 

penandatangan perjanjian multilateral di bidang perdagangan hak atas' kekayaan inteletual 

yaitu Perjanjian TRIPs (An Agreement on Trade -related Aspect.v of intellectual Property 

Rights including Trade in Counterfeit Good~.2 Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa 

developing countries, seperti Indonesia pun mendapatkan tekanan internasional terutama 

dari negara-negara maju untuk menyesuaikan Undang-Undang nasionalnya sesuai 

standart minimun yang telah ditetapkan dalam perjanjian TRIPs di atas dan juga 

penegakkannya.3 

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kedalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1997 ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas para civitas akademika, terutama 

yang berkaitan dengan di perluasnya scope perlindungan dan pelanggaran. Kalau dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tidak menganggap penggunaan sampai to % 

karya yang dilindungi hak cipta sebagai suatu pelanggaran.4 Namun, Undang-Undang 

tentang Hak Cipta yang baru menghilangkan ketentuan tersebut dan menganggap sebagai 

pelanggaran penggunaan atau pengutipan karya yang dilindungi Hak Cipta jika 

kepentingan yimg wajar dari pencipta telah dirugikan, tanpa mempertimbangkan jumlah 

prosentase karya yang telah digunakan atau dikutip.s 

Selanjutnya, kalau dalam Undang - Undang sebelumnya, perbanyakan suatu ciptaan dalam 

jumlah yang terbatas untuk tujuan pendidikan, penelitian masih dimungkinkan, namun 

dalam Undang-Undang yang baru perbanyakan karya, selain program komputer dalam 

jumlah yang terbatas hanya boleh dilakukan oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu 

2 Final Act EmbodylnK the Result oj the Unlguay ROllnd oj the Mlliliialeral Trade Negotiation, April 25, 
1994. Petjanjian ini merupakan sebuah revolusi hukum hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya 
Hale Cipta. karena ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya mengandung seperangkat prinsip-prinsip 
dasar perlindungan yang lebih luas. diluar prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian-perjanjian 
intemasional sebelumnya. Lihat Gervais. Daniel. 17,e TRIPs Agreemenl: Drafting History and Analysis, 
Sweet &Maxwell, London, 1998. p. 147. 
3 Drahos. Peter, " Global Law Reform and Rent-Seeking; The Case of Intellectual Property", (1996) 7 
Austra/ianJournal ojCorporate Law. p. 57-58 
.. Hadiputranto, Hadinoto and Partners. "Revision of Indonesian IP Laws". di HadipulralJlo. Hadilloto and 
Partners illlellectual Property Law Billie/in. Januari 1998. hal. I 
'ibid· . : . . 
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pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata 

untuk keperluan aktivitasnya.6 Hal itu pun juga disyaratkan harus menyebutkan 

sumbemya.7 

Meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan penegakan Undang-Undang 

tentang Hale Cipta, namun kenyataan menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut 

merupakan salah satu undang-undang yang diabaikan, tidak diperhatikan, dan sangat sulit 

sekali untuk ditegakkan, terbukti dengan masih banyak dan maraknya pelanggaran yang 

teIjadi di masyarakat. 

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, tidak hanya Marak teIjadi di dunia seni dan sastra, 

misalnya pembajakan dan penyelundupan kaset dan VCD (Vedio Compact Disk) saja. 

Pelanggaran Hak Cipta juga sering terjadi di dunia akademik, di lembaga-Iembaga 

pendidikan dan ilmu pengetahuan, misalnya pembajakan buku, perbanyakan karya orang 

lain yang dilindungi hak cipta, dan yang lebih para lagi adalah plagiarism.s Pelanggaran 

Hukum Hak Cipta di Indonesia juga tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memang 

betul betul tidak tahu atau tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hasil karya 

orang lain ( masyarakat awam), tetapi juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tahu 

dan sadar akan keberadaan Undang-Undang tentang Hak Cipta (masyarakat yang 

berpendidikan). 

Berdasarkan data dari II' ( Intellectual Property) Asia pembajakan buku di Indonesia 

merajalela dan diperkirakan meningkat 100 % pertahunnya.9 Pembajakan software 

komputer juga meluas. 1o Ikatan Penerbit Buku Indonesia (lKAPI) complain ke laksa 

Agung berkaitan dengan meluasnya pembajakan buku di Indonesia. 11 Mereka mengatakan 

bahwa penerbit rugi sekitar 2 milliar rupiah (US$ 600, 000) setiap tahun akibat pcmbajakan 

(; Lihat pasal ]5 (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 
7 Lihat pasal ) 5 Undang-Undang Nomor ] 9 Tahun 2002 Tentang ,...ak Cipta • 
a De Koning, Martine, .. Why Coercion-based GATT Approach is Not the Only Answer to International 
Piracy in the Asia-Pacific Region", European llllellecillal Property Review, Issue 2, p 197 
9 .. Asia", IP Asia p. 33, 25 Mei ) 989, 
10 MacLeod, Dylan A, II U.S. Trade Pressure and the Developing Intellectual Property Law of Thailand, 
Malaysia, and Indonesia", (1992) U"iversity oj British Columbia lAW Review, p. 354 
II Kachlig, Carl-Bernd, "Book Piracy still Rampant, But Piracy of Western Music Cassettes Ended", (October 
21, 1988) lP Asia p. 32 
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buku. 12 Balai Pustaka dan Gramedia, dua penerbit buku terbesar di Indonesia mengatakan 

bahwa buku-buku lexl-book nya untuk SD, SMP dan SMA secara luas telah dibajak. Balai 

Pustaka, yang merupakan perusahaan penerbit buku milik negara mengklaim bahwa dia 

rugi 125 milliar rupiah karena pembajakan. Selain itu, menurut US publishers hampir 100 

% leks-book untuk universitas adalah buku bajakan. 13 Namun, menurut IKAPI buku-buku 

luar negeri atau periodicals sangat jarang dibajak, karena mayoritas orang Indonesia tidak 

bisa bahasa Inggris, sehingga sesungguhnya mereka tidak terlalu membutuhkan membaca 

buku-buku asing atau periodicals. Akibatnya Amerika Serikat menunda kampanyenya 

melawan piracy buku di Indonesia Tetapi banyak buku Indonesia yang juga dibajak diluar 

negeri, terutama di Malaysia dan Singapura. 14 

Akhir-akhir ini IKAPI juga mendesak polisi untuk membekuk tersangka pembajak untuk 

dibawa ke pengadilan. Menurut Sekjen IKAPI, pembajak buku itu teroris yang harus 

ditumpas. Beliau menjelaskan kalau satu orang pembajak kerugian materialnya sebesar Rp. 

10 milliar maka jika ditotal kerugian akibat pembajakan buku selama ini bisa mencapai 

ratusan milliar atau lebih.1S Dari aspek lain, Beliau juga mengatakan bahwa cukup banyak 

cendekiawan yang malas menulis buku karena buku-buku mereka dibajak dan turunnya 

kepercayaan penerbit luar negeri terhadap IKAPI karena buku mereka dengan mudah 

dibajak. 16 

Salah satu alasan mengapa Hukum Hak Cipta di Indonesia sulit untuk ditegakkan adalah 

karena rendahnya t~ngkat kesadaran masyarakat Indonesia, di samping juga karena 

perkembangan ekonomi Indonesia yang belum mapan. Untuk itu sangat penting untuk 

diteliti bagaimana perlindungan dan penegakan Hukum Hak Cipta di Lingkungan 

Universitas Airlangga, sebagai bagian daTi lembaga pendidikan yang banyak melahirkan 

karya-karya intelektual. 

Penelitian ini akan melakukan studi di Lingkungan Universitas Airlangga, dengan 

pertimbangan bahwa Universitas Airlangga adalah universitas terbesar dan tertua .di 

12 "Penerbit Rugi 2 Milliar per Tahun Akibat pembajakan Buku", Repuhlika Online, 
http://www.rep"blika.co.idI97061/81J8XBUKU072.hlml (18 Juni 1997) 
13 Indonesia di puji Berhasil Memberantas pembajakan Kaset", KOMPAS 23 Mei 1989 ... hal. 1 
14 "RatusanIudul Buku Dibajak di LuarNegeri", KOMPAS, 14 Januari 1988 
1$ "IKAPI: Penerbit Buku Rugi 10 Milliaf" KOMPAS 15 Oktobcr 2003 hal. 17 
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kawasan Indonesia Timur. Sebagai universitas tua, pasti telah banyak menghasilkan karya­

karya intelektual di .bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh Hak Cipta, dan di 

harapkan sebagai Universitas yang terus berkembang, menjadi pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam 

penelitian ini adalah : 

16 ibid 

1. ~agaimanakah pengaturan mengenai perlindungan, pelanggaran dan 

penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasH karya intelektual di dalam 

perundang-undangan nasional yang baru ? 

2. Bagaimanakah perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hukum Hak Cipta 

terhadap hasil karya intelektual di Lingkungan Universitas Airlangga ? 

3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan, serta 

mengurangi pelanggaran Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di 

Lingkungan Universitas Airlangga dan kendala-kendalanya ? 

s 
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II. TfNJAUAN KEPUSTAKi\AN 

Dalam bab ini akall diura ikan konscp pcmikiran maupun leori scbagai kerangka pcmikiran 

konseptual yang ada rclcvansinya dcngan obyck pcnclitian ini. i\dapun konscp yang akan 

diuraikan dalam bab ini mcliputi : 

1. Dasar Pcmikiran Perlindungan I-Iak Ci pta: 

I. 1. lustifikasi Moral 

1. 2. lustifikasi Ekonomi 

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pcrlindungan l-Iak Cipta 

2. I. Hak Cipta tidak mclindungi ide dan infannasi 

2.2. Exploitation a/Rights 

3. 2. Fair U\"e / Fair Dealing 

3. Konscpsi Pclanggaran I-Iak Cipta 

1. Dasar Pemikiran Pcrlindungan link e ilda 

Ada (2) dua Argumentasi pcrlindungan hak cipta yai tu : Pertama, berdasarkan paJa 

"author's moral rights" untuk mcndapatkan hasil dari usaha atau pckcrjaannya atau untuk 

mengontrol apa yang telah diciptakannya. Kedua, berdasarkan pada kcuntungan ekonom i 

terhadap publikasi yang diberikan hak cipta. 

1. 1. Justifikasi Moral 

lusti fikasi moral ini bcrl andaskan suall! teori kuno yang menyatakan bahwa pcngarang 

mempunyai "natural rights" terhadap hasil karyanya. Teori ini dikembangkan pada sekitar 

abad 16 oleh lawyer Perancis yang berpendapat bahwa: 

"A book cannot be printed without the author's permission, ror just as 'lhe heavens 
and the earth belong to (God), because they are work of his word ... (s)o the aut hor 
of a book is its complete master, and such can dispose oaf it as he c hooses' .,,17 

Inti dari teo ri ini adalah bahwa hukum mempunyai tluuan penting kcdua yaitu memberik'im 

reward kcpada pcncipta karya yang besar atau pengarang dalam bentuk social vallie karcna 

17 Ricketson, S. and Richardson. M. III/cl/!!cll/a! Properly. Ca.l'e.\·. Ua/eria! tlllt! COIllI1l!!II/ary, Second edition, 
Butterworth, Sydney, 1998, hal. 67 
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kontribusinya yang penting oagi masyarakat. Reward ini tidak mungkin dinilai dengan 

sejumlah uang yang dibutuhkan atau yang mampu membujuk orang' untuk menutis buku, 

tetapi lebih dari itu, yaitu suatu kontribusi yang besar dan jauh diluar value yang dia telah 

tetapkan terhadap penjualan hasil karyanya. IR Justifikasi moral ini juga dibutuhkan untuk 

melindungi personal 'interest dan dignitary rights dari pengarang. 19 

Di dalam literatur hak cipta, justifikasi moral ini biasa disebut hak moral (moral right.~), 

yaitu hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau 

dihapus tanpa alasan. walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.20 Moral rights 

ini menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta Indonesia meliputi : 

(a) Hak unt~k menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap 

dicantumkan dalam Ciptaannya; 

(b) Tidak boleh dirubahnya suatu Ciptaan walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan 

kepada pihak lain tanpa persetujuan Pencipta atau ahli warisnya. Termasuk 

didatamnya merubah judut, anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan 

naman atau nama samaran Pencipta; dan 

( c) Hak Pencipta untuk merubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan datam 

masyarakat. 21 

Moral right adalah merupakan pengakuan bahwa suatu karya merupakan pengembangan 

kepribadian si pencipta dan bahwa keterkaitan antara" pencipta dan karya ciptaanya harus 

dihargai, hak ini meliputi : 

1. The right to attribution: Yaitu hak untuk dicantumkan namanya sebagai 

pencipta dan mencegah orang lain atau pihak lain yang mencoba mengakui 

sebagai penci pta. 

2. The right to integrity :Yaitu hak untuk menolak adanya suatu pengrusakan, 

perubahan dan tindakan lain yang dapat merusak reputasi dan kehormatan 

pencipta. 

3. The right 10 divulge: Yaitu hak pencipta ~ntuk memutuskan kapan dan 

bilamana suatu karya akan akan diperkenalkan pada masyarakat. 

18 ibid, p. 68 
19 ibid, p. 70 
20 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Bagian Umum. 
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4. The right to withdraw: Yaitu hak pencipta untuk menarik kembali karyanya dari 

publiklmasyarakat umum?2 

1. 2. Justifikasi Ekonomi 

Sebenamya tidak ada teori ekonomi hak cipta yang single. Namun sccara umum justifikasi 

ekonomi hak cipta berdasarkan pada argumcntasi bahwa tanpa hak cipta pcngarang akan 

gagal untuk membuat socially optimal value of intellectual workr.; karena tidak mampu 

menutupi biaya pembuatan dan produksinya.23 Akibatnya, akan mengecilkan hati 

pengarang-pengarang yang lain untuk menginvestasikan waktu dan sumberdayanya dalam 

membuat karya-karya intelektual karen a hasil karyanya biasa di copy dan diperbanyak oleh 

orang lain yang biasanya disebut denganjree-riding?4 

Namun, diluar issue utama ekonomi yaitufee-riding, datam analisa ekonomi modern, hak 

cipta dianggap sebagai respon terhadap kegagalan pasar dan alat yang tcrbatas untuk 

menyediakan insentif kepada para pengarang. Justifikasi ekonomi ini biasa disebut sebagai 

hak ekonomi (economic rights) yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

Ciptaan serta produk terkait. Hak ini memberikan peluang bagi Pemegang Hak untuk 

mengeksptoitasi haknya secara komersial untuk; 

a. mengumumkan atau memperbanyak karya cipta; 

b. memperbanyak dan menjualnya; dan 

c. memberikan lisensi kepada pihak lain. 

Prinsipnya, hak ekonomi ini akan ikut beralih atau bcrpindah jika tcrjadi pcralihan 

kcpemilikan atas karya cipta kepada pemegang hak cipta yang mcmbcli hak cipta tcrscbut. 

Hal inilah yang membedakan dengan moral right, yang tetap melekat pada Pencipta yang 

pertama kali memiliki hak cipta atas suatu ciptaan. 

21 Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 Tentang Hak Cipta, Bagian Ketujuh, Pasal24 (I) (2)(3)(4). 
22 Elisabeth(Libby) .Baulch. "Copyright''. Malakah Pelatihan HAKI bagi statT pengajar HAKI, Fakultas 
Hokum Unair, TIM Keppres 34 Bekerjasama dengan IASTP, Surabaya 10-25 September 1996.hal. I 
23 Menurut Ricketson, The socially optimal value of production occurs ",lrell the illterests of cOllsumers and 
f"roducers of copyrightable material are joilltly maximised, lihat Ricketson, hal. 71 

... Sescorang yang akan mendapatkan incentive dengan mcncopy krcativitas orang lain dari pada 
mencurahkan akal untuk usaba keras intelelctual. Contohnya, tanpa pemitik hak yang diberikan oleh hak 
cipta, pengarang buku akan dapat memproduksi dan menjual hanya buku asli (original). Pembeli pertama 
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2. Prinsip -Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta 

2. 1. Hak Cipta Tidak Melindungi Ide dan Informasi 

Dikotomi antara ide dan pengekspresiannya telah lama diakui sebagai prinsip fundamental 

Hak Cipta. Dikotomi itu sangat prinsip dan mendasar sehingga meskipun tidak dituangkan 

secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, namun 

di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan Hak 

Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena suatu karya cipta harus memiliki 

bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keastian sebagai Ciptaan yang lahir 

berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, 

dibaca, atau didengar. 

Pemyataan yang seperti itu terdapat di banyak hukum nasional negara-negarn, sepcrti tlte 

U.S. Copyright Act 1976 (sl09b)). dan akhir-akhir ini banyak pula ditemukan di beberapa 

pcrjanjian intemasional. Perjanjian pertama yang secara jelas menyatakan hal tersebut di 

atas adalah the Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights (FRIPs). 

dimana Indonesia adalah sebagai salah satu negara peratifikasi. Pasal 9 (2) TRIPs 

menetapkan: 

"Copyright protect extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of 
operation or mathematical concept as such". 

Ketentuan dengan kata-kata yang identik juga muncul pada pasal-pasal dari WIPO 

Copyright Treaty 1996. 

Ketentuan diatas berasal dari argumentasi bahwa setiap orang bebas untuk menggunakan 

basic idea (konsep) kecuali konsep tersebut adalah suatu penemuan baru yang telah 

dilindungi dengan diberikan paten?5 Sehingga penting untuk membedakan antara suatu 

infomasi atau ide dengan bentuk pengekspresiannya. Hak Cipta tidak melindungi ide atau 

dapat kemudian membuat copy dari buku itu dan menjualnya dengan harga marginal (marginal cost) dari 
fsercetakan dan pendistribusian buku tersebut. 

Ricketson,Sam and Richardson, op.cit. hal. 72 
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informasi tetapi bentuk konkret dimana inform~si atau ide itu diekspresikan, sebagaimana 

dinyatakan oleh Farwell J bahwa: 

A person may have a brilliant idea for a story, or for a picture, or for a play, and onc 
which appears to him to be original;but if he communicates that idea to an author or 
artist or a playwright, the production which is thc result of the communication ofthc 
idea to the author or the artist or the playwright is the copyright of the person who 
has clothed the idea in form ... The explanation of that is this, that in which 
copyright exists in the particular form of language by which the information which 
is to be conveyed is conveyed ... (T) he copyright exists in the particular form of 
language in which ... the information or the idea is conveyed to those who are 
intended to read it or look at it.26 

Sehingga berdasarkan argumentasi di atas, Undang-Undang Hak Cipta menolak untuk 

melindungi karya yang tidak dibuat di dalam seboah bentuk material (material form). Jadi 

tidak ada Hak Cipta terhadap ide atau gagasan atau informasi.27 

2. 2~ Exploitation of Copyright 

Metode dalam menggunakan dan mengeksploitasi karya yang dilindungi oleh Hak Cipta 
.' . 

secara konstan berkembang dari waktu ke waktu. Kalau pada masa dulu, karya pertujukan 

yang hidup dan data bases tidak dikaitkan dengan Hak Cipta, maka sekarang hal tersebut 

dilindungi oleh Hak Cipta, sebagai mana dinyatakan di bawah ini : 

In simplier times, publisher produced books, record companies made records and 
film makers made films. These days, some publishers, some record companies and 
some filmmakers, along with computer software and ~ames companies, are 
developing the same products -for the most part, CD-ROM. 2 

Pada tahapan ini, penggunaan kreatif material, meskipun dengan menggunakan cara-cara 

yang baru, masih 'saja secara luas diatur oleh Hak Cipta. Issue dasar dari bagaimana 

mengekspoitasi suatu karya cipta sering dimulai dengan batasan pertanyaan mengenai 

kepemilikan atas karya cipta tersebut. Pada sisi lain, hak moral (moral rights) yang 

merupakan hak personal bagi Pencipta akan mempengaruhi juga penggunaan Hak Cipta. 

Jadi siapa yang berhak untuk mengesksploitasi Hak Cipta adalah meraka yang disebut 

dengan the owner of copyright. 

26 McKeough. Jill and Andrew, Steward, Intellectual Property ill Australia, 2"" Edition. Butterworths. 
Sydney. 1997, hal. 135 
rf ibid 
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Oi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud the 

owner of copyright adalah Pencipta, atau pihak. lain yang menerima hak tersebut dan 

Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak 

tersebut. Mereka itulah yang kemudian disebut sebagai Pemegang Hak Cipta?9 

Oengan demikian maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta lah yang mempunyai hak 

eksklusif untuk mengeksploitasi Ciptaannya untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan' tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 30 Sehingga tidak ada 

orang lain yang berhak untuk mengeksploitasi suatu Ciptaan yang dilindungi oleh Hak 

Cipta tanpa seijin Pencipta atau Pemegang Hak. 

2. 3. Fair Use/Fair Dealillg 

Fair dealing atau yang biasa dikenal dengan fair use, secara harfiah berarti penggunaan 

secara legal. Oi Indonesia, yang tennasuk dalam kriteria konsep fair use adalah 

pengambilan karya milik orang lain untuk kcpentingan pendidikan, penelitian. dan karya 

ilmiah, sepanjang tidak untuk kepentingan komersial dan dengan syarat harus 

mencantumkan sumber karya tersebut. 31 

Oi Indonesia, fair dealing diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, berdasarkan pasal tersebut dan penjelasannya, maka fair dealing 

dibatasi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Sumbemya harus disebut dengan jelas; 

2. Untuk kegiatan non komersial; 

3. Tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipm; dan 

4. Ukuran pelanggaran bersifat kualitatif bukan kuantitatif (pemakaian secara 

substantif suatu karya). 

28 ibid. p. 169 
29 PaSal 1 a),at (I) 
30 Pasal2 ayat (I) . 
31 Budi Agus Riswandi, Jltmal Htlkum Bis"is, Volume 18 Maret 2002, hal. 43 
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Kooscp fair use in i di scbul juga sebagai «rungsi sos inl I-Iak Cipta", ya itu suatu konscp 

yang mcmberi balasan r:1engenai penggunaan Hak Cipla, namun pada sisi lain Illemberikan 

kcscmpatan kepada masyarakat dalam batas dan synrat tertentu untuk ikut 

memanfaatkannya. Fungsi sosial !-Iak Cipta tersebut di dasnrkan pada ketentuan pasa l 32 

dan 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasamya memerintahkan Pemerintah 

Republik Indonnesia untuk memajukan dan melindungi kebudaynan rakyat Indonesia, dan 

semua I-Iak Mi li k hams berfungsi sosial. Tennnslik fungsi sos ial ini adalah pcrjanjian 

lisensi. 

Oi J\merika Serikat. konsep ini juga dikenal denganJitir IISC, yang mcliputi : 

For Ihe purposes sllch as criticism, comment, news reporting, teaching (including 
multiple copies for class room lise), scholarship, or research, is not infringement of 
copyri ght. In determining whether the use mnde of a work in any particular case is a 
fair use the factors to be considered shall include: 
(a) The purpose and characte r of the usc, including whether sllch use in a 

commercial nature or is for non profit educational purposes; 
(b) The nature of copyrighted work; 
(e) The amount and substantiality of the portion lIsed in relation to the copyrighted 

work as a whole; 
(d) The eITect orthe usc upon the potentia l mnrkct value or val ue of the copyrighted 

work. 

Konser fair dealing ini juga diatllr dalam perjanjian 'f'W/-'s yang menyatakan bahwa : 

"Para anggota menelapkan pembatasan - pcmbatasan atau pengccua li an mas hak 
ekslusif terhadap kasus-kasus tertentu yang tidak bertcntangan dengan eksploitasi 
yang wajar dari karya tersebut dan tidak tanpa prasangka merugikan kepcntingan 
pemegang hak".J2 

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka se liap ncgara bebas mcrnbuat pcmtumn­

pcraturan mengenai pcngecunlian-pengeclla lian hak cks lusif dcngan batasan bahwa 

pcngccualian tersebut tidak bertentangan dengan cksploitasi yang wajar daripada suatu 

karya cipta. 

, 
'" 

n naps pasa1 13 
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3. Konsepsi Pelanggaran Oak Cipta 

Dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta yaitu barang siapa selain Pcmilik atau Pemcgang 

Hak Cipta melakukan suatu perbuatan dimana Pemilik Hak Cipta secara cksklusif bcrhak 

untuk melakukannya kecuali dengan seijin Pemegang Hak. 

Di Indonesia, sejumlah hak ekslusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak dinyatakan di 

da1am Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu mengumumkan, atau memperbanyak 

Ciptaannya sebagaimana di sebutkan dalam pasal 2 ayat (1), sedangkan untuk karya 

sinematografi dan Program Komputer Pencipta dan pemegang Hak berhak untuk 

memberikan ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mcnyewakan Ciptaan 

terse but untuk kepentingan komersial sebagaimana ditetapkan datam pasal 2 ayat (2). 

Jadi suatu tindakan memperbanyak, mengumumkan, menycwakan, menyiarkan, 

memamerkan~ mengedarkan. menjual, bisa dianggap. sebagai suatu pelanggaran jika 

dilakukan dengan sengaja tanpa seijin Pemegang Hak Cipta. 

Se1ain itu, beberapa ketentl.lan di negara-negara lain menetapkan memperluas tanggung 

gugat pelanggaran tidak hanya kepada mereka yang tanpa ijin atau lisensi dari Pcmcgang 

Hak Cipta, metakukan tindakan-tindakan yang oleh Undang-Undang tetah ditetapkan 

sebagai suatu pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, tetapi juga meraka yang 

mengijinkan atau menyetujui ditakukannya tindakan atau perbuatan pelanggaran itU.33 

Rupanya Indonesia, di datam penegakan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini 

juga mengikuti pol a atau ketentuan yang telah ditetapkan di negara-negara lain, namun 

be1um sepenuhnya. Di Indonesia, ketentuan tersebut masih diatur dalam bentuk Surat 

33 Lihat kasus University of New South Wales v Moorhouse. Pengsugat (Moorhouse) menuduh bahwa 
beberapa pemfotocopian di University bertentangan dengan Hak Cipta, dan Menllntllt bahwa Universitas 
telah mengijinkan atau membolehkan pelanggaran perbanyakan karya cipta dengan membolehkan mahasiswa 
bebas mengakses mesin fotocopy yang diletakkan di perpustakaan, sementara Universitas gagal untuk 
mengontrol atau mensupervisi buku apa saja yang telah dicopy dan berapa banyak yang telah dicopy. 
Penggugat, yang merupakan pengarang buku centa pendek yang dapat ditemukan di perpustakaan tersebut, 
telah mengorganisasikan seorang mantan mahasiawa untuk melanggar Hak Cipta dcngan mencopy satu dari 
cerita tersebut dengan mcnggunakan mesin fotocopy yang telah disediakan di perpustakaan. Pcngadilan 
Tinggi memutuskan bahwa Universitas berdasarkan kewenangannya telah melanggar Hak 'Cipta dengan 
menYediakan unqualified supply of hooks dall fotocopy mechilles. Hal ini bisa mengundang pengguna 
perpustakaan untuk membuat dan menggunakan mesin untuk melanggar Hak Cipta karena tidak cukupnya 
pengawasan dan koniral yang dilakukan oleh Universitas. Dengan demikian Universitas dianggap 
bertanggungjawab atas pelanggaran hak Cipta tersebut. 
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Edaran, sedangkan dinegara-negara lain, ketentuan tcrsebut sudah dituangkan dalam 
. " 

ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta mereka. 
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III. TUJUAN DAN MAN FAA T PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui pengatumn tentang pcrlindungan, pclanggaran dan 

penegakan Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di dalam perundang­

undangan nasional yang baru. 

2. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan, pelanggaran dan 

Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya intelektual di Iingkungan 

Universitas Airlangga. 

3. Untuk mengidentifikasi upaya pcningkatan pcrlindungan, penegakan dan 

pencegahan terjadinya pelanggaran Hukum Hak Cipta terhadap hasil karya 

intelektual di lingkungan Universitas Airlangga dan kendala-kendalanya. 

Dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan: 

Memberikan kontribusi yang positif dalam pengidentifikasian secara lcbih jclas konscp 

pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan, pelanggaran dan penegakan Hak Cipta 

terhadap hasil karya intelektual di dalam hukum nasional yang baru. Juga diharapkan 

memberikan masukan yang berharga bagi Universitas Airlangga di dalam 

mengimplementasikan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, bcrupa formula 

penegakan, penyeJesaian sengketa dan pencegahan pelanggaran. Dengan dcmikian 

penelitian ini dihatapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teori hukum maupun praktek 

pengimplementasian Hak Cipta, dan juga bagi masyarakat. 
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IV. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat juridis sosiologis. Data yang dipergunakan untuk acuan adalah data 

primer berupa hasil wawancara dengan responden dan penemuan di lapangan. Data 

sekunder berasal dari kepustakaan~ tennasuk hasil penelitian yang terkait dengan 

permasalahan. 

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Universitas Airlangga. Populasinya adalah Fakultas­

Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga. Tipe penelitian ini adalah deskriminatif 

analysis, dengan mengambil beberapa subyek, yaitu : 

1. 22 (dua puluh dua) orang staffpengajar (dosen), dengan kriteria: 

Dosen muda yang produktif, dan 

Aktif dalam kegiatan peneJitian. dan penulisan 
.. 

2. 22 (dua puluh dua) mahasiswalmahasiswi, dengan kriteria: 

Mahasiwalmahasiswi yang ~mah atau yang sedang akti f dalam kegiatan 

kemahasiswaan (aktivis mahasiswa); 

Mahasiswa yang sedang melak\lkan penyusunan atau penulisan tugas akhir. 

3. Satu orang pengurus (sekretaris) Sentra HAKT Universitas; 

4. Satu orang Pengurus Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum; dan 

5. Penasehat Hukum Rektor Universitas Airlangga. 

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan 

mewawancarai subyek penelitian secflra bebas. Sedangkan pengumpulan data sekunder 

dilakukan melalui study literatur yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yaitu leks­

book, peraturan-peraturan perundang-l,mdangan nasional, konvensi-konvensi intemasional, 

jumal-jumal j)miah, pendapat para ah1i, makalah seminar dan tulisan-tulisan lainnya yang 

terkait dengan obyek penelitian. D&n seluruh data yang terkumpul dianalisa secara 

kualitatif. 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. PENGA TURAN PERLINDUNGAN, PELANGGARAN DAN PENEGAKAN 

HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HASIL KARYA INTELEKTUAL DALAM UU 

NO. 19 T AHUN 2002 TENTANG HAK CIPT A 

La. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hasil Karya Intelektual Dalam Undang­

Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa Hak Cipta adalah merupakan 

hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.34 Pengertian 

"mengumumkan atau memperbanyak" menurut Undang-Undang tersebut di atas adalah 

meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, 

menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan 

kepada publik, menyiarkan, merekan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada puhlik 

melalui sarana apapun.35 

Hak Cipta disebut sebagai Hak Eksklusif karena hak ini semata- mata diperuntukkan bagi 

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa 

seijin pemegangnya.36 Pada prinsipnya Hak Cipta tidak perlu didaftarkan, karena tanpa 

didaftarkan pun hak ini tetap dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja terhadap Ciptaan 

yang tidak didaftarkan, pembuktiannya akan lebih sulit jika terjadi pelanggaran Hak Cipta 

dibandingkan dengan Hak Cipta yang telah didaftarkan. 

Sebelum peratiftkasian pelJanJlan intemasional yang berkaitan dengan Hak-Hak atas 

kekayaan intelektual (Perjanjian TRIPs), scope perlindungan, jangka waktu dan ketentuan 

tentang pelanggaran masih terbatas. Namun setelah peratiftkasian perjanjian tersebut oleh 

J4 Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 TallUn 2002 
3S ibid pasaJ J ayat (S)dan ayat (6) dan Penjelasan pasal 2 ayat (I) alenia kedua 
36 Penjelasan pasaI2(J) alenia pertama 
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Pemerintah Republik Indonesia, maka Undang-Undang . Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta mengatur ketentuan-ketentuan baru, yang tidak diatur dalam Undang-Undang 

tentang Hak Cipta sebelumnya yaitu sebagai berikut : 

(a) Database merupakan salah satu ciptaan yang ditindungi~ 
(b) Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk 

media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disc) 
melalui media audio visual dan/atau sarana komunikasi; 

(c) Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif 
penyelesaian sengketa; 

(d) Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi 
pemegailg Hak; 

(e) Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik 
di pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung; 

(f) Pencantuman Hak informasi managemen elektronik dan saran a kontrol 
teknologi; 

(g) Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-
produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi; 

(h) Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 
(i) Ancaman pidana dan denda minimal; 
(j) Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk 

kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.37 

Adapun Ciptaan yang djlindungi menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang 

meliputi: 

(a) Buk~ Program Komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tutis yang 
diterbitkan, dan semua hasil karya tutis lain; 

(b) Ceramah, kutiah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
(c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
(d) Lagu atau music dengan atau tanpa teks; 
(e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; 
(f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan~ 
(g) Arsitektur, 
(h) Peta; 
(i) Seni batik; 
(j) Fotografi~ 
(k) Sinematografi; 
(I) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil 

pengalihwujudan.38 

Ciptaan-ciptaan yang tersebut diatas dilindungi dengan jangka waktu yang berbeda, untuk 

hasil karya cipta yang tersebut dibawah ini, yaitu : 

37 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2002 Tentang Hak Cipta Baginn umum. 
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(a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 

(b) drama atau drama musikat, tari, koreografi; 

(c) segula bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan scni patung; 

(d) seni batik; 

(e) Jagu tanpa musik dengan atau tanpa teks; 

(f) arsitektur; 

(g) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; 

(h) alat peraga; 

(I) peta; 

U) teIjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai 

dilindungi selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptannya meninggal 

dunia.39 

Sedangkan untuk hasil karya cipta berupa program komputer, sinematografi, fotografi, 

database dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi sejak perta~a kali diumumkan 

sampai 50 tahun,40 tetapi untuk perwajahan karya tulis yang diterbitkan ditindungi sejak 

pertama kali diterbitkan sampai 50 tahun.41 

Sebagai hak ekslusif, hak cipta juga bisa dialihkan melalui pewarisan, hibah. wasiat 

peIjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan pcrundang-undangan.42 

. Selian itu, Hak Cipta yang telah menjadi milik ahli warisnya tidak dapat disita kecuali 

perolehan hak tersebut melawan hUkum.43 

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, yang dianggap sebagai 

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada 

Direktorat lenderal atau yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai 

pencipta suatu ciptaan,kecuali terbukti sebaliknya. 44 Sedangkan untuk ceramah yang tidak 

38 Lihat Pasal 12 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. 
39 ibid, Pasal 29 ayat (1) 
.ro ibid, pasa130 ayat (I) 
., ibid, pasal30 ayat (2) 
.2 ibid, pasal 3 ayat (2) 
.l ibid, pasal 4 ayat 1 
.. ibid, pasal 5 ayat 1 (a) dan (b) 
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diberitahukan penciptanya dan tidak memakai ba~an tertulis, maka Pcncipta ccramah 

tersebut aclalah orang yang berceramah, kecuali tcrbukti sebaHknya.45 

Bila suatu Ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang terdiri alas beberapa bagian 

tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu, 

maka Penciptanya adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian scluruh 

Ciplaan ilu, atau orang yang menghimpun.46 Tetapi.jika suatu Ciptaan yang dirancang 

seseorang, namun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan 

pengawasan orang yang merancang, maka Penciptanya adalah orang yang merancang.47 

Selanjutnya, ada perbedaan antara Pencipta dan Pemegang hak cipta yang di buat dalam 

hubungan dinas48 dan hubungan kerja.49 Kalau Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas maka 

pemegang hak cipta adalah instansi pemerintah dimana Ciptaan itu dikerjakan, kccuali 

diperjanjikan lain.50 Sedangkanjika Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 

pesanan maka Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya adalah pihak yang membuat ciptaan 

tersebut, kecuali diperjanjikan lain.51 Berdasarkan UU yang baru ini, badan hukum juga 

bisa dianggap sebagai Pencipta, jika baclan hukum tersebut mengumumkan Ciptaan berasal 

darinya tanpa menyebutkan siapa Penciptanya, kecuali terbukti sebaliknya.52 

Berangkat dari semangat untuk melindungi kayanya keanekaragaman seni dan budaya 

bangsa yang merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual yang tak temilai harganya, 

maka Undang-Undang tentang Hak Cipta yang barn ini memberikan perhatian yang khusus 

terhadap karya terscbut untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pencipta, bagi bangsa dan 

negara. Namun sayangnya, karya-karya tersebut seringkali tidak diketahui siapa 

Penciptanya, untuk itu maka dengan tegas Undang-Udang mcnyatakan bahwa negaralah 

pemegang Hak Cipta alas: karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya 

4S ibid, pasal 5 ayat 2 
46 ibid, pasal 6 
47 ibid, pasal 7 
48 ibid, Hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pcgawai ncgcri dcngan istansinya, lihat 
Penjelasan UU pasal 8 ayat I. 
49 Ibid, Hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah Ciptaan yang dibual alas dasar hubungan kerja di 
lembaga swasta alau alas dasar pesanan pihak lain, lihat Penjelasan UU pasalS ayat 3. 
$0 ibid, Pasal 8 ayal I 
,. ibid, pasalS aayat 3 
S2 ibid, Pasal 9 
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nas ional lainnY:'l SJ; jo/kjiJr dan hasil kcbudayaan rakyat seperti dongeng, hikayat, legend::t , 

babad, lagu, kcrnjinan tangan, korcagrari, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnyaS
.
L
; 

Sehingga pcrb:lI1yaknn tcrhadap karya-karya tcrscblll dialas olch orang asing harus ijin 

instansi tcrkail. 5.S 

Ncgarajuga scbagai pcmcgang Hak Cipta untuk kcpcn tingan Pcnciplanyajika Ciptaan illl : 

(a) Tidak dikctahui olch Pcnciptanya dan Ciplaan itu bclulll ditcrbitkan;Y' 

(b) Tclah ditcrbitkan, tClapi tidak diketahui PcnciptanY<1 dan/alau Pcncrbitnya;S7 

(c) Hak Cipla tcrscb UI berlaku selama 50 lahlln scjak Cipta:m Icrscbut ~rtama kali 

dikctahui umUIl1 . 

Pcncrbit juga dapat dianggap scbagai Pemegang Hak Cipla jib Ciplaan tcrscbUl tdah 

diterbitkan dan tidak dikclahui siapa Penciplanya ,SlIdcngan masa jangka waktll sclama 50 

tahun scjak Ciptaan tcrscbut pcrtama kali diterbi tkan. 

Namlln tcrhadap karya yang dihasilkan oleh lembaga !legam, pcjabat cksckuti f dan 

legislatif, dengan tcgas Undang-Undang yang baw mcnyatakan bahwa tidak ada Cipta 

alas: 

(a) Hasil rapal tcrbuka Icmbaga-lembaga Ncgara; 
(b) Peraturan pcrundang-undangan; 
(c) Pidato kcnegaraan dan pidalo pejabat PCJ11Crinlah; 
(d) Putusan pengadilan dan penetaprm hakim; atOll! 
(e) Kcputllsan badan arbittrasc alau kcplllusan badan - badan scjcnis la in nya.~') 

1.b. Pcnga turan Mcngcnai Pchmgganlll lIasil I<arya IntcJcldual OaJalli lIndang­

Undang No moI' 19 Tahun 2002 Tentang lIak Cipta. 

Scope perbuatan yang dianggap scbagai pclanggaran bcrdasarkan Undang-U ndang Nomor 

19 Tahun 2002 Tcnlang !-Iak Cipla yang bani ini dipcrhms, discsu<1 ikan dcng<1 n kClentuan 

standart intcrnasional yang tclah diadopsi olch banyak Ncgara. Hal ini scbagai konsekuensi 

H ibid, pas.11 10 ayal ! 
)~ ibid. pasal 10 ayal 2 
H ibid. pasal 10 ayal 3 
S6 ibid. pasal II ayat I 
S7 ibid, pasal 11 ay:1I 3 
)1 ibid, pasa1 11 ayat 2 

• • . .~ 'U t,... 

,.) JJ .;1 ' .\. '.a. A. 

-
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logis dari keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan WTO yang di dalamnya mencakup 

perjanjian multilateral di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ( Perjanjian TRIP.v). 

Dengan demikian Indonesia harus memberikan pengaturan perlindungan dan pelanggaran 

serta penegakan yang lebih strict dan ketat sesuai dengan Perjanjian yang telah diratifikasi 

oleh Indonesia. Peningkatan standart perlindungan dan Penegakan berdasarkan Undang­

Unclang tentang Hak Cipta yang baru ini akan berpengaruh terhadap aktivitas intelektual 

dan disseminasi Hmu pengetahuan di Indonesia. 

Ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dideklarasikan secara negatif, dengan menyatakan bahwa: 

Dengan syarat sumbemya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai 
pelanggaran Hak Cipta : 
(a) Penggunaan Ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya 

ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik' atau tinjauan suatu masalah dengan 
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta; 

(b) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan 
pembelaan di dalam atau diluar Pengadilan; 

(c) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna 
keperluan:(i)ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu 
penegtahuan; atau (ii) pertunjukan dan pementasan yang tidak dipungut bayaran 
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta; 

(d) Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf 
braille guna keper)uan para tuna netra, kecuali jika perbanyakan ini bersifat 
komersial; 

(e) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara 
atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga Hmu 
pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata­
mata untuk keperluan aktivitasnya; 

(1) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis alas karya 
arsitektur, seperti Ciptaan bangunan; 

(g) Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program 
Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.60 

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, rupanya pembatasan dilakukan dengan alasan 

bahwa ukuran kuantitatif untuk menentukan adanya pelanggaran Hak Cipta tidak mudah 

dilakukan, karena itu maka Undang-Undang menentukan pelanggaran Hak Cipta 

berdasarkan pada ukuran kualitatif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang tentang Hak 

Cipta sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya 

pengambilan 10 % dari Ciptaan masih dimungkinkan dan bukan merupakan pelanggaran, 

$9 ibid. pasal 13 
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tetapi dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini, meskipun pemakaiannya 

kurang dari 10 % tetapi pengambilan itu merupakan bagian yang substansial dan khas yang 

menjadi eiri Ciptaan, maka hal itu dianggap teJah melanggar Hak Cipta.61 

Dengan demikian maka, pemakaian Ciptaan dianggap sebagai peJanggaran Hak Cipta jika 

sumbemya tidak disebutkan atau tidak dieantumkan dengan jelas, yang dilakukan untuk 

kegiatan yang bersifat non komersial. Misalnya kegiatan dalam lingkup pendidikan dan 

ilmu pengetahuan, kegiatan peneJitian dan pengembangan. Terutama untuk pengutipan 

karya tulis maka penyebutan dan peneantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus 

dilakukan seeara lengkap, yaitu dengan meneantumkan sekurang-kunlngnya nama pencipta, 

judul atau nama Ciptaan, dan nama penerbit jika ada.62 Hal itu berarti Undang-Undang 

ten tang Hak Cipta yang bam dengan tegas menetapkan bahwa Plagiarism adalah 

merupakan pelanggaran Hak Cipta dan Undang-Undang juga telah memberikan pedoman 

dan rambu -rambu eara penulisanfoolnoling agar bebas daTi pelanggaran Hak Cipta yang 

selama ini sering tidak diperhatikan dan diabaikan oJeh mahasiswa dan akademisi dalam 

penulisan karya tulis i1miah. 
I 

Yang penting untuk diketahui adalah bahwa perbanyakan suatu Ciptaan oleh individu 

dianggap melanggar· Hak Cipta, karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut 

diatas, perbanyakan suatu Ciptaan seeaTa terbatas hanya dimungkinkan dilakukan oleh: 

a. Perpustakaan umum; 

b. Lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan 

e. Pusat dokumentasi yang non komersial semata-milta untuk keperluan aktivitasnya.63 

Hal itu berarti bahwa Undang-Undang seeara ketat mengatuT perbanyakan suatu karya cipta 

selain program komputer dengan eara apapun meskipun dalam jumJah yang terbatas, yang 

dilakukan oleh masyaTakat umum (termasuk di dalamnya oleh mahasiwa dan dosen) atas 

nama individu dianggap melanggar Undang-Undang tentang Hak Cipta meskipun 

digunakan untuk kepentingan sosial dan disseminasi i1mu pengetahuan. 

60 ibid, pasal 15 
61 ibid, Penjelasan pasal 15 Hurufa 
61 ibid, PenjeJasan pasaJ 15 huruf a 
63 ibid, Lihat kembali pasal 15 point e. 
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Sedangkan untuk perbanyakan Program Komputer meskipun secara terbatas adalah 

melanggar Hak Cipta, kecuali pembuatan salinan cadangan oleh pemilik Program 

Komputer untuk digunakan sendiri. 

Namun berdasarkan ~ndang-Undang tentang Hak Cipta yang baru pasal14, Pengumuman 

dan Perbanyakan karya cipta tidak dianggap melanggar Hak Cipta jika yang diumumkan 

dan diperbanyak adalah : 

1. Lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asJi; 

2. Segala sesuatu yang diumumkan dan .diperbanyak oleh atau atas nama 

Pemerintah64
, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan 

peraturan perundang-undangan maupun dengan pemyataan pada Ciptaan itu 

sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan diperbanyak; atau 

3. Pengambilan be rita aktual65 baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, 

Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan syarat 

sumbemya harus disebutkan secara lengkap. 

Di samping ketentuan-ketentuan yang ketat di atas, terhadap karya cipta dibidang ilmu 

pengetahuan dan sastra, temyata Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru masih . 
memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk tujuan pendidikan, peningkatan ilmu 

pengetahuan, penelitian dan pengembangan sebagai mana dinyatakan dalam pasal 16 ayat 

1 (a) (b) (c), di mana· berdasarkan pertimbangan dari Dewan Hak Cipta, Menteri 

berwenang untuk mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri 

penerjemahan dan/atau Perbanyakan, atau memberi ijin kepada pihak lain, atau menunjuk 

pihak Jain untuk menerjemahkan dan/ atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wi 1 ayah 

Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dengan syarat 

bahwa: 

1. Ciptaan tersebut belum pemah diterjemahkan dan diperbanyak daJam bahasa 

Indonesia;66 

64 Menurut Penjelasan Pasal 14 Huruf b, Contoh Pengumuman dan Perbanyakan atas nama Pemerintah 
adalah Pengumuman dan Perbanyakan mengenai suatu hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara. 
65 Ibid, Berita aktual adalah berita yang diumumkan dalam waktu Ix 24 jam sejak'pertama kali diumumkan, 
Iihat Penjelasan pasal 14 Huruf e. 
66 ibid, pasal 16 ayat 2,3 (a) (b) (e) 
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2. HasH Peneljemahan dan Perbanyakan hanya digunakan di dalam wilayah Indonesia, 

tidak untuk dieksport.67 

3. Kewajiban meneljemahkan karya dibidang ilmu pengetahuan dan sastra adalah setelah 

lebih dari 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya.68 

4. Kewajiban memperbanyak: 

(a) buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam adalah setelah lebih dari 3 

(tiga) tahun sejak diterbitkannya~69 

(b) buku di bidang ilmu sosial adalah. setelah lebih 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya; 70 

(c) buku di bidang seni dan sastra adalah setelah lebih dari 7 (tuhuh) tahun sejak 

diterbitkannya.71 

Selanjutnya, untuk mencegah beredamya Ciptaan yangjika diumumkan dapat : 

a. merendahkan nilai-nilai keagamaan; 

b. menimbulkan masalah kesukuan atau ras; 

c. menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan dan keamanan negara; 

d. bertentangan dengan nonna kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat; dan 

e. ketertiban umum. 

Maka Pemerintah setehih mendengar pertimbangan. Dewan Hak Cipta dapat melarang 

Pengumumam· Ciptaan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas, misalnya: buku­

buku atau karya sastra, atau karya-karya fotografi.72 

Pemerintah juga dapat mengumumkan suatu Ciptaan untuk kepentingan nasional melalui 

lembaga penyiaran dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Pemegang Hak Cipta 

sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak dan kepadanya 

diberikan imbalan yang layak. Dalam hal ini lembaga penyiaran teiSebut berwenang 

mengabadikan Ciptaan itu hanya untuk lembaganya, dengan syarat bila akan disiarkan 

67 ibid, pasal 16 ayat 4 
6S ibid, pasal 16 ayat 2 
69 ibid, pasall6 ayat 3 (a) 
70 ibid, pasal16 ayat 3 (b) 
71 ibid, pasal 16 ayat 3 (c) . 
72 ibid, Lihat pasal 17 dan Penjelasan atas pasal 17 
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lebih lanjut maka lembaga tersebut hums memberikan imbalan yang layak kepada 

Pemegang Hak Cipta tersebut. 73 

l.c. Pcngaturan Mengenai Penegakan Hasil Karya Intelektual Dalam Undang­

Un dang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pemerintah Indonesia, dengan Undang-Undang 

tentang Hak Cipta yang baru berkeinginan untuk secara konsisten menegakkan Undang­

Undang tersebut akibat adanya tekanan-tekanan baik domestik maupun internasional, 

karena selama ini Indonesia dianggap sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara 

yang merupakan syurga bagi para pembajak, bahkan pembajakan di Indonesia merupakan 

sources of income bagi sebagian penduduk Indonesia yang rata-rata hidup dalam stan dart 

ekonomi yang rendah. 

Untuk kepentingan tersebut maka Pemerintah Indonesia dalam Undang -Undang tentang 

Hak Cipta yang Bam menetapkan : 

a. Penyelesaian sengketa melalui Peradilan Niaga, "arbitrase, atau alternatif penyelesain 

sengketa; 

b. Penetapan sementara pengadiJan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi 

Pemegang Hak; 

c. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di 

PengadiJan Niaga maupun di Mahkamah Agung; 

d. Ancaman Pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 

e. Ancaman pidana dan denda minimal; 

[ Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Komputer Program untuk 

kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. 

Penyelesaian sengkcta : 

Menurut Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, Pencipta atau ahli warisnya 

mempunyai hak untuk menggugat terhadap penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan 

kepada pihak lain yang tanpa persetujuannya : 

73 ibid, libal pasal 18 ayat ( 1) dan (2) 
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a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum dalam Ciptaan; 

b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; 

c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau 

d. Mengubah isi Ciptaan. 

Lebih lanjut, Undang - Undang tersebut menegaskan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak 

untuk: 

1. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak 

Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda hasil pelanggaran Hak Cipta;74 

2. Memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan menyerahkan sebagian 

atau seluruh penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan eeramah, pertemuan 

ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak 

Cipta;75 

3. Meminta kepada hakim untuk menghentikan kegiatan Pcngumuman atau 

Perbanyakan barang hasil pelanggaran Hak Cipta, sebelum putusan akhir lIntuk 

mencegah kerugian yang lebih besar dari Pemegang Hak.76 

Selain hak-hak tersebut di atas, Peneipta atau ahli waris juga dapat mengajukan gugatan 

ganti rugi atas p'elanggaran Hak- Hak Moral (Moral Rights).77 Namun, hak-hak tersebut 

diatas tidak bisa ditcrapkan terhadap pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan 

tersebut untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk tujuan komersial atau untuk 

kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.78 

Pasal 59 Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru seeara ekspHsit menegaskan batas 

waktu proses perkara dengan menyatakan bahwa semua gugatan yang berknitan dengan 

tuntutan-tuntutan tersebut di atas wajib diputus dalam tenggang waktll 90 hari terhitung 

sejak gugatan didafta,rkan di Pengadilan Niaga.79 Rupanya, hal ini dimaksudkan untuk agar 

Undang-Undang lebih dapat memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. 

74 ibid, pasal 56 ayat (I) 
7S ibid, pasal 56 ayat (2) 
76 ibid, pasa\S6 ayat (3) 
77 ibid, pasa\S8 ' 
78 ibid, pasal 51 
'79ibid, pasal 59 

21 



Mengenai penyelesaian sengketa ini. pasal 65 juga menyatakan bahwa Pengadilan Niaga 

(litigasi) bukanlah satu-satu altematif untuk penyelesaian sengketa perkara Hak Cipta dan 

Hak Terkait, tetapi Undang-Undang juga menawarkan atau memberikan altematif lain 

kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase dan 

altematif penyelesaian sengketa lainnya~ yaitu melalui negosiasi. mediasi, konsiliasi, dan 

dengan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku.80 

Penetapan Sementara: 

Berkaitan dengan upaya penegakan ini, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta 

Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara dengan segera dan efektif 

dengan maksud sebagaimana dinyatakan dalam pas~1 67 Undang-Undang tentang Hak 

Cipta yang baru, yaitu : 

a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mengenai masuknya 
barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jaJur 
perdagangan. termasuk tindakan importasi;81 

b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak 
Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;R2 

c. Meminta kepada pihak yang dirugikan. untuk memberikan bukti yang 
menyatakan: bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak 
Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.83 

Penetapan sementara tersebut di atas dapat dirubah, dibatalkan, atau dikuatkan oleh 

keputusan hakim Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak 

dikeluarkannya penetapan sementara tersebut,84 tetapi jika hal ini tidak dilaksanakan oleh 

hakim Peradilan Niaga maka penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan 

hukum.8S Namun jika penetapan sementara tersebut dibatalkan, maka pihak yang merasa 

80 ibid. lihat Penjelasan pasal 65 
8t Menurut Penjelasan pasal 67 Ituruf a, ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih 
.besar pada pihak yang haknya dilanggar. sehingga hakim Peradilan Niaga bisa diberi kewenangan untuk 
menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlangsungnya pelanggaran dim masuknya barang yang 
diduga melanggar Bilk Cipta dan hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. 
81 Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penghilangan barang bukti cleh pihak pelanggar. 
83 ibid, pasal 67 
84 ibid. pasal69 ayat (I) 
8S ibid. pasaJ 69 ayat (2) 
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dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta pcnetapan scmentara atas 

semua kerugian yang ditimbulkan akibat penetapan sementara tersebut.H6 

Ancaman Pidana: 

Aneaman pi dana penjara dan denda yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang (-{ak 

Cipta yang baru keJihatannya tidak main-main. Ketentuan tersebut menetapkan standart 

yang lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang 

Hak Cipta sebelumnya dengan harapan bahwa Pelanggar Hak Cipta tidak akan mengulangi 

lagi perbuatannya ( dibuat jera) dan masyarakat yang mau menc~ba untuk melanggar 

menjadi takut, dan membatalkan niatnya untuk tidak me]anggar Hak Cipta milik orang lain. 

Menurut pasal 72 U,ndang-Undang tentang Hak Cipta yang baru, yang seeara khusus 

memerinei tentang ketentuan pi dana menetapkari bahwa: 

(a) Mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan' perbuatan yang 

melanggar hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, atau melanggar hak eksklusif 

Pelaku untuk memberikan ijin atau melarang pihak lain tanpa persetujuannya, 

membuat, memperbanyak, atau menyairkan rekaman suara dan latau gam bar 

pertunjukannya, atau memperbanyak dan latau menyewakan karya rekaman 

suara atau rekaman bunyi dipidana dengan pidana penjara masing-masing 

minimum 1 (satu) bulan dan atau denda minimum Rp. 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) atau pidana penjara maximum 7 (tujuh) tahun danl atau denda 

maximjum Rp. 5.000.000.000,00 (lima miHiar rupiah). 

(b) Sedangkan aneaman pidana yang sarna yaitu pi dana penjara maximum 5 (lima) 

tahun dan atau denda maximum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

akan dijatuhkan kepada mereka yang dengan sengaja; (a) menyiarkan, 

memamerkan, atau menjual kepada umum ~arang hasH pelanggaran (-{ak Cipta 

atau Hak Terkait, dan (b) memperbanyak penggunaan untuk kepentingan 

komersial suatu Program Komputer. 

86 ibid, pasaJ 70 
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(e) Namun apabila yang dilanggar adalah pasal 17 yaitu mereka yang dengan 

sengaja mengumumkan Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan 

Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta 

ketertiban umum maka akan dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 

maximum 5 (lima) tahun dan atau denda maximum Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

(d) Selanjutnya mereka yang melanggar hak moral, Hak Cipta atas potret, informasi 

elektTonik, dan samna kontrol teknologi, akan dipidana dengan pidana penjara 

maximllm 2 (dua) tahun dan atau denda maximum Rp. 150.000.oooloo (seratus 

lima pliluh juta rupiah). Sedangkan Ciptaan yang menggunakan sa/ana produk 

teknologi tinggi, akan dipidana dengan pidana penjara maixum 5 (lima) tahun 

dan atau maximum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah. 

Dengan memperhatikan tingginya standart penegakan Undang-Undang tentang Hak Cipta 

ini. menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berusaha seeara maksimal dan serius 

untuk menegakkan Undang-Undang tersebut, namum untuk selanjutnya apakah Undang­

undang tersebut memang seeara konsisten akan ditegakkan atau tidak adalah tergantung 

pada keseriusan dari aparat penegak hukum itu sendiri, apakah meraka memang berniat 

seeara konsisten untuk menegakkan atau hanya pada saat ramai-ramainya Undang-Undang 

itu mulai diberIakukan. 

2. PERLINDUNGAN, PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA 

TERHADAP HASIL KARYA lNTELEKTUAL 01 LINGKUNGAN UNIVERSITAS 

AIRLANGGA. 

2. 1. Perlindungan Oak Cipta Terhadap Hasil karya Intclcktual di Lingkungan 

Universitas Airlangga. 

Sejak didirikan sampai sekarang Universitas Airlangga banyak menghasilkan karya-karya 

intelektual yang bisa mendapatkan perlindungan Hak Cipta, diantamnya karya yang 

terbesar adalah: 
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1. Buku yang ditulis oleh pam dosen atau staf pengajar diling~ungan Universitas 

Airlangga, baik itu buku ajar, teksbook, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya, termasuk didalamnya adalah ~kripsi, thesis maupun discrtasi; 

2. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan ilmu pengctahuan; 

4. TeIjemahan, tafsir, sadumn, bunga rampai, database, dan karya lain hasil 

pengalihwujudan; 

Adapun karya intelektual yang paling banyak dihasilkan adalah dalam bentuk karya tutis, 

yaitu skripsi, thesis, dan disertasi, serta laporan hasil penelitian. 

Semua karya cipta diatas dilindungi oleh rejim hukum Hak Cipta, meskipun ciptaan 

tersebut belum diumumkan, tetapi sudah merupakan satu kesatuan yang nyata, yang 

memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Berbeda dengan rejim hukum paten yang 

untuk mendapatkan perJindungan perlu didaftarkan terlebih dahulu, untuk ingin 

mendapatkan perlindungan Hak Cipta tidak diperlukan didaftarkan. Hanya saja kalau tidak 

didaftarkan ·.akan sulit pembuktiannya jika teIjadi sengketa dikemudian hari. 

Semua karya tulis tersebut, bisa diakses dan dibaca oleh siapa saja yang ingin membaca 

atau memanfaatkannya, karena karya tulis tersebut tersedia di perpustakaan pusat 

Universitas Airlangga, di perpustakaan tiap-tiap Fakultas dan juga di perpustakaan Pasca 

SaIjana untuk tesis dan disertasi untuk mempermudah mahasiswa maupun dosen yang ingin 

membaca dan mengetahui isi dari karya tersebut. 

Untuk melindungi karya-karya tuHs tersebut dari perbanyakan atau pengcopian tanpa seijin 

pengarang atau penulis, Universitas Airlangga dalam hal ini perpustakaan Universitas telah 

menetapkan kebijakan khusus, dimana hasil karya tulis dalam bentuk skripsi, tesis, dan 

disertasi di letak.kan dalam koleksi khusus. Karya-karya tersebut dilarang dipinjam untuk 

dibawa pulang sebagaimana pinjam buku dikoleksi umum, karya-karya tersebut juga tidak 

boleh difotocopy atau diperbanyak. Mereka yang ingin mengetahui hasil karya tersebut 

hanya diperkenankan atau diijinkan untuk membacanya di dalam ruang koleksi khusus dan 

tidak boleh dibawa keluar dari ruang koleksi khusus. 

31 



Namun, kebanyakan dari mcrcka yang memlnJam skripsi dan brya tlilis la;nnya yang 

berada dikoleksi khusus it ll tidak hanya membaca karya terscbllt, tClapi juga sempat untuk 

mcnulis atau menyalinnya seb"gian dalam buku catatan. 1-1,,1 ini memang bllkan mcrllpakan 

pc langgaran Hak Cipta scpanjang karya c ipta terscbut dipergllnakan olch pihak lain dengan 

menycbut atau meneantumkan sumbemya seeara ICllgkap, tidak unluk tujuan komersia l 

dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipla. Namun jika pcngambi lan dan 

penggunaan karya tuli s Icrscbllt tanpa menyeblltkan sumbcmya maka hal itll sudah 

tcnnasuk pelanggaran Hak Cipln, mcskipun pemakaian terscbut kurang dari 10 perscn, hal 

illl sudah merupakan pc langgaran yang sllbstativc tcrhadap Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 Tentang Hak Ciptn. 

Dcmikian juga halnya dcngan laporan hasil pcnclitian yang dikcluarkan olch Lcmbaga . 
Pcnelitian atau Pusat penc litian Universitas Ai rlangga. Laporan hasil pcnelitian juga 

tcrscdia di perpustakaan pusat dan perpustakaan - pcrpustakaan yang ada masing-masing 

fak ultas. Selain laporan hasil pcnclitian, ada juga j llmal pcncl il ian yang dipublikasikan dan 

yang dikeJuarkan olch Lcmbaga Penelitian Universitas Ai rlangga yang biasanya dikirim ke 

perpustakaan-pcrpustakaan di lingkungan Univers itas, pihak - pi hak terlentu sccara 

terbatas, misalnya Pimpinan-Pimpinan Fakultas, juga Perpustakaan Uni versitas-Univc rsitas 

La innya, serta instansi-instansi lain yang terka il. Nallllln , tidak scm un hasH pcneli tian 

dipublikasikan di dalam j umal pcnel itian, dan kalaupull dipublikasikan, ilu pun juga untuk 

kalangan terbatas. 

Selain illl, guna meningkatkan perlindungan Hak atas Kckayaan lntelcklllal di Universitas 

Airlangga, seperti halnya di universitas-universi tas yang lain, Universitas Airlangga telah 

mcndirikan Scntra I-IAKI ( I-Ink Atas Ke~ayaan lntelektual). Menurut Muhammad Rizki, 

S.I-I. , sckretaris HAKJ Universitas Airlangga menjelasknn bahwa fungs i dari Sentra HAKI 

ini adalah meliputi : 

1. Mcmfasilitasi para dosen atau pcneliti di lingkungan Universitas Airlangga, maupun 

mereka yang dari luar universitas (masyarabt umum) untuk mendapalkan 

pcrlindungan hak atas kckayaan intelektual ( tennasuk di alamnya Hak Cipta). 

2. Income generafing bagi Univers itas Airlangga, namun sampai sckarang belum banyak 

menghasilkan . 

3. Sosialisasi HAKI di lingkungan Universitas Airlangga maupun di masyarakat umum; 



4. Membangun jaringan dengan Sentra-Sentra HAKI yang lain. 

S. Mediator dengan' pusat dan para peneliti di lingkungan Universitas Airlangga untuk 

mendapatkan da,na penelitian. misalnya dcngan Kantor Menristek d~n BPPT. 

6. Tempat Isarana konsultasi bagaimana carannya untuk mendapatkan perlindungan Hak 

Atas Kekayaan Intelektual. 

7. Seminar dan Penelitian.87 

Dengan adanya Sentra HAKI tersebut. para dosen dan peneliti yang ingin mendaftarkan 

hasil karya intelektualnya untuk mendapatkan Hak Cipta. Hak Atas Merek. Hak Paten dan 

hak -hak lainnya yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektuat dapat dibantu oteh 

para konsultallyang ada di Sentra HAKI ~niversitas. Namun, Sentra HAKJ Universitas ini 

tidak bisa membantu melakukan litigasi terhadap sengketa-sengketa atau pelanggaran Hak 

Atas Kekayaan Intelektual. 

Selain Sentra HAKI Universitas, di Fakultas Hukum juga telah lama berdiri Sentra HAKJ 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang mana fungsinya juga tidak jauh berbeda 

dengan Sentra HAKI Universitas. 

Universitas Airlangga juga mempunyai lembaga penerbitan dan percetakan sendiri yang 

yang sudah lama berdiri yaitu Airlangga University Press (AUP). AUP ini telah banyak 

memfasilitasi dan menerbitkan buku hasil karya pengarang dan penulis di Iingkungan 

Universitas Airlangga, jumal-jurnal hasil penelitian, dan lain-lainnya. Airlangga University 

Press ini juga adalah anggota JKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). 

Sebagaimana penerbit-penerbit yang lain, AUP juga berusaha untuk mengantisipasi 

terjadinya pelanggaran Hak Cipta terhadap buku -buku terbitannya dalam bentuk kutipan 

atau perbanyakan tnnpa ijin tertulis dari penerbit. Usaha ini dapat dilihat dengan 

dicantumkannya peringatan yang ditulis di halaman awal (setelah cover buku atau halaman 

belakang cover) buku-buku terbitan Airlangga University Press, sebagai berikut: 88 

''Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa ijin tertulis dari Penerbit 
sebagian atau seluruhnya dalam b~ntuk apapun, baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan 
sebagainya" . 

'n Wawancara dengan Muhammad Rizki, tanggal 10 oktober 2003 . 
8S lihat Peringatan tersebut dalam beberapa buku yang diterbitkan oleh AUP 
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Lebih lanjut AUP juga mengutip sanl<;si pelanggaran Hak Cipta untuk memberikan 

warning atau peringatan kepada siapapun yang bernial ingin melanggar Hak Cipta dengan 

mencantumkan kutipan tersebut dalam buku yang diterbirkan oleh AUP yaitu:89 

"Sanksi pelanggaran Pasal 44: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 

. 1. Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau 
memperbanyak suatu ciptaan atau memberi ijin untuk itu, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp. 
100.000,00 (seratusjuta rupiah). 

2. Barangsiapa dengan sengaja rnenyairkan. rnernarnerkan. mengedarkan atau menjual 
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana 
dimakdus dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima 
)tahun adanla~u denda paling baqyak Rp. 50.000.000,00.". 

Meskipun hal ini merupakan suatu usaha yang sangat baik, namun .sangat disayangkan 

karena temyata tidak semua buku terbitan Airlangga University Press mencantumkan 

peringatan dan sanksi bagi yang melan~gar, sebagaimana kutipan tersebut diatas. Dan 

sayangnya pula, atau bisa dikatakan sangat memprihatinkan, karena kutipan yang 

dicanturnkan dalam buku tersebut ternyata kutipan Undang-Undang tentang Hak Cipta 

Tahun 1987, padahaJ. Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku, karena sudah dirubah 2 

(dua) kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997,90 dan yang terakhir yaitu 

dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Undang-undang yang terkhir ini sudah 

berlaku sejak tanggal 29 Juli 2003 kemarin.91 Padahal ada buku terbitan AUP yang baru 

bam diterbitkan pada tahun 2003, yang t;nerupakan cetakan pertama. 

Mestinya yang harus dikutip dan ditulis di dalam buku terbitan AUP tersebut adalah pasal 

72 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta untuk buku 

yang diterbitkan ,setelah tanggal 29 Juni 2003, yang mana denda yang dinyatakan dalam 

Undang-Undang tersebut adalah paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar), atau 

119 Lihat buku terbitan dan cetakan Airlangga University Press (AUP), dalam Afdol, Pencrapan Hllkllm 
Waris Is/am Secara Adi/ Dengall Metode Perhilllllgall: Muda" dall PJ'aktis, Airlangga University Press, 
Cetakan Pertama, 2003. 
90 Lihat Ketentuan Peralihan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa 
Dengan berlakunya Undang-Undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang 
telah ada pada tanggal berlakunya Undang-Undang ini , tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum 
diganti dengan yang bam berdasarkan Undang-UQdang ini. 
91 Lihat ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2002 yang menyatakan bahwa Undang­
Undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tansgal diundangkan. 
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 untuk buku, yang diterbitkan sebelum 29 Juni 

2003. 

2. 2. Pelanggaran Oak Cipta di Lingkungan Universitas Airlangga 

Berdasarkan jawaban questionnaire yang diberikan responden, kebanyakan responden 

mengakui bahwa masih banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan Undang -

Undang tentang Hak Cipta tahun 1997 yang terjadi di lingkungan Universitas Airlangga, 

baik itu yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh para dosennya. Dan responden juga 

memprediksikan bahwa bahwa pelanggaran itu akan terus te~adi meskipun Undang­

Undang Nomor 19 tabun 2002 tentang Hak Cipta sudah diberlakukan. Hal ini mengingat 

substansi pengaturan dan ketentuan yang ada dalam kedua undang-undang tersebut sarna. 

Menurut sebagian besar responden, pelanggaran-pelanggaran itu meliputi: 

1. Perbanyakan karya cipta, terutama quku oleh individu; baik itu dilakukan oleh dosen 

maupun mahasiswa; 

2. Plagiarism, baik itu dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen; Bentuk-bentuk 

plagiarism ini pun bermacam-macam, yaitu :Jiplak menjiplak hasil karya cipta, 

terutama skripsi oleh mahasiswa baik oleh mahasiwa Universitas Airlangga maupun 

Mahasiswa Perguruan tinggi lain; Penjiplakan skripsi mahasiswa oleh dosen untuk 

dibuat penelitian dan dijadikan laporan hasil Penelitian; dan penggunaan hasil karya 

orang lain denga~ tidak menyebutkan sumbemya secara lengkap. 

Meskipun sebagian responden mengakui atau pemah mengetahui adanya atau terjadinya 

pelanggaran Undang-Undang tentang Ha~ Cipta yang dilakukan baik oleh dosen maupun 

mahasiswa, terutama yang terjadi di Fakultas-Fakultas non eksakta, tetapi kasus tersebut 

sangat jarang sekali muncul dipermukaan, kalaupun muncul dan terpublikasikan itu cum a 

hanya satu atau dua kasus. Hal sen ada juga disampaikan oleh I wayan Titib Sulaksana, 

S.,H., MS, selaku penasehat hukum Rektor Universitas Airlangga yang menyatakan bahwa 

kita tidak dapat mengelak bahwa kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta itu banyak terjadi di 

Lingkungan Universitas Airlangga, tetapi kasus atau sengketa tersebut memang tidak 

banyak terpublikasikan.92 
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Menurut BeHau, ada beberapa alasan \idak terpublikasikannya kasus pelanggaran Undang­

Undang Tentang Hak Cipta oleh staffpengajar yaitu : 

1. Kredibilitas Universitas; 

2. Senioritas; 

3. Kedekatan kelompok, dan 

4. Spirit ofthe kOrp.93 

Setanjutnya Betiau menyatakan. bia~anya sengketa yang berkaitan dengan petanggaran 

Hak atas InteJektuaJ. terutama Hak Cjpta itu pecahkan dan diseJesaikan pada tingkatan 

fakultas masing-masing sesuai dengan kebijakan Pimpinan Fakultas, sehingga tidak sampai 

ke Pimpinan Universitas, hal ini p1\n juga dimaksudkan untuk menjaga kreadibilitas 

FakuJtas.94 

Di Unit konsultasi dan Bantuan HuJcum Universitas Airlangga maupun Sentra HAKI 

Universitas dan Fakultas Hukum, s~ak berdiri sampai sekarang belum ada pengaduan, 

konsultasi atau sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1982, yang kemudian dirubalt dengan Undang Un dang Nomor 12 Tahun 1997 

Tentang Hak Cipta. Demikian juga dengan diberJakukannya Undang-Undang Nomor 19 

Tahun2002. 

Adapun menurut responden, faktor-fllktor yang menyebabkan dan turut menpengaruhi 

teljadinya pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan perbanyakan atau pengcopian 

buku oleh mahasiswa ataupun dosen a.dalah; 

1. Kondisi Ekonomi; 80 persen responden mengatakan bahwa harga buku masih dirasa 

terlalu mahal untuk mahasiswa; demikian juga halnya dengan staff pengajar, 70 persen 

dari responden mengatakan bahwa gaji dosen tidak fair jika dibandingkan dengan harga 

buku, terutama buku-buku leks hank yang ditulis oleh penulis asing dan diterbitkan oleh 

penerbit tuar negeri. 

92 Wawancara dengan Bapak I Wayan Titib SQlaJcsana Tangsal 7 Oktober 2002. 
91 ibid . 
94 ibid . 
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2. Budaya Masyarakat dan Budaya Akademik; separuh responden mengatakan bahwa 

budaya rnasyarakat dan budaya akadernik bel urn rnendukung terhadap penghorrnatan 

karya dan usaha intelektual. Sehingga scbagian rcspondcn bcranggapan bahwa 

perbanyakan atau pengcopian itu lebih efektif dan efisicn apaJagi jika buku terscbut 

susah dicari di pasaran. Dernikian juga terhadap buku-buku asing, lebih cfcktif dan 

efesien dicopy dari pada harus rnemesan terlebih dahulu dan rnenunggu sarnpai 

datangnya buku tersebut, apalagi den~an harga yangjauh lebih mahal. 

3. Penegakan Hukurn; meskipun banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang 

Hak Cipta namun sangatjarang sekali para pclanggar tcrsebut dikenai sanksi yang tegas 

oleh Pernegang Hak. Malahan banyak fasilitas yang disediakan pleh Universitas yang 

secara tidak langsung turut membantu terjadinya pelanggaran Undang-Undang Tentang 

Hak Cipta, meskipun pada awalnya niatnya tidak demikian ( untuk rnemperlancar 

proses belajar mengajar). Jika fasilitas yang disediakan tersebut tidak ada mekanisrne 

kontrolnya atau tidak ada yang rnengontrol. Misalnya, disediakannya fasilitas rnesin 

fotocopy diperpustakaan, dan juga fasilitas fotocopy yang ada dibanyak tcmpat di 

dalam lingkungan universitas, tanpa adanya warning atau peringatan yang 

menunjukkan bahwa tindakan perbanyakan adalah merupakan Pelanggaran Undang­

Undang Tentang Hak Cipta. Aparat penegak hukum sendiri juga tidak rnelakukan 

tindakan yang tegas, atau bahkan tidak bertindak apa-apa dengan menjamur dan 

membludaknya usahafolocopy yang ada di sekitar kampus. 

4. Tidak mengerti adanya Undang-Undang yang melarang diperbanyaknya karya cipta 

orang lain tanpa ijin dari Pernegang Hak, lebi~ dari separuh responden menjawab 

demikian. Mereka beranggapan bahwa kalau cuma hanya untuk pribadi, untuk 

kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta tidak dikomersialkan perbanyakan 

karya cipta milik orang lain yang dilindungi Hak Cipta adalah perbolehkan. 

Dengan kondisi tersebut di atas Muhammad Rizki, S.H., dari Sentra HAKI dan I Wayan 

Titib Sulaksana, S.H., MS, sebagai ketua Unit Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas 

Hukum, pesimis bahwa Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang baru itu bisa berjalan 

dengan baik, karena banyak sekali terjadi pelanggaran pelanggaran tetapi tidak ada 

tindakan apa-apa. 
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Adapun . menurut responden, faktor-fakt~r yang mcnyebabkan terjadinya plagiarism dan 

jiplak- menjiplak karya tulis maupun karya i1miah adalah : 

1. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang Code 0/ Conduct lor Student dan 

Academic Misconduct. 

Berdasatkan hasil penelitian memang semua Fakultas dan Program Pasea Sarjana 

mempunyai apa yang dikenal dengan Buku Pedoman fakultasnya masing-masing yang 

biasanya ini dimiliki oteh mahasiwa maupun dosen. Buku pedoman tersebut adalah 

suatu patokan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang berlaku pada Fakultas 

masing-masing dan juga susunan nama-nama mata kuliah yang ada. lsi buku pedoman 

tersebut juga terdapat pedoman penyusunan skripsi, mulai dari prosedur pengajuan, 

prosedur ujian, kerangka dan isi,juga aturan mengenai kutipan dan/oolnote. Semuanya 

diatur dengan jelas dalam Buku Pedoman tersebut. Namun sayangnya di dalam buku 

pedoman tersebut tidak mengatur bagaimana jika mahasiswa melakukan cheating saat 

ujian atau plagiarism. Apa yang di"]aksud dengan plagiarism, akademic misconduct, 

cheating, bagaimana kriterianya, dan Flpa sanksinya, dan lain-lainnya. 

2. Tidak ada lembaga yang seeara sp'esifik mengontrol terjadinya pelanggaran erika 

akademik, maupun akademic misconduct ditingkat fakultas. Biasanya plagiarism 

yang dilakukan oleh staff pengajar baru ketahuan kalau staff pengajar tersebut mau 

naik pangkat pada saat dirapatkan oteh team kenaikan pangkat fakultas maupun 

Universitas. Namun, dari situ pun tidak banyak terdeteksi. Pelanggaran yang dilakukan 

oteh Mahasiswa pun sering tidak terdeteksi karena tidak ada lembaga atau team khusus 

yang menilai adanya plagiarism atau tidak. Apalagi jika untuk penulisan skripsi dengan 

permasalahan yang sarna atau agak mirip yang dibimbing oleh dosen yang berbeda. 

3. Minat membaca yang rendah dikalangan staff pengajar juga sangat berpengaruh 

terhadap proses terjadinyaplagiarism danjiplak menjiplak, hal ini karena banyak sekali 

plagiarism yang dilakukan oteh mahasiswa penyusun skripsi yang tidak diketahui oleh 

dosen pembimbingnya. Terhadap hal ini berarti ada dua altematif: Yang pertama 

memang dosen pembimbingnya tidal<: membimbing dengan baik, tulisan mahasiswa 

tidak dibaca secara keseluruhan; atau altematif kedua yaitu dosen pembimbing 
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tersebut tidak tahu kalau pennasalahan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut telah 

ditulis oleh mahasiswa sebelumnya, karena tidak/atau belum pernah membaea tentang 

topik tersebut. 

4. Tidak adanya jaringan antar Pergpruan tinggi yang eepat dan mudah diakses. 
I 

Responden mengakui banyak menemukan mahasiswa yang menggunakan judul dan isi 

skripsi yang sarna atau miring atau agak mirip dengan skripsi mahasiwa sebelumnya, 

atau skripsi mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Hal ini sulit dideteksi dikarenakan 

tidak adanya jaringan yang memadai untuk tukar menukar inforrnasi yang eepat dan 

aksesable, misalnya melalui media komputer atau internet seperti yang dimiliki oleh 

perguruan tinggi diIuar negeri untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian maupun 

skripsi, tesis dan disertasi seeara eepat setelah proses ujian selesai. 

5. Tidak ada sosialisasi kepada mahasiwa maupun dosen tentang Undang-Undang Tentang 

Hak Cipta. Menurut responden banyak mahasiswa yang tidak mengetahui ketentuan­

ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang baru, 

hal ini terutama dialami oleh Mahash~a eksakta. Kebanyakan responden pun juga tidak 

mengetahui bagaimana membuatfoo(nooting dan paraphare sebelum mereka menulis 
, , 

tugas akhir. 

3. UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN, SERTA 

MENGURANGI PELANGGARAN HUKUM HAK CWTA TERHADAP HASIL 

KARYA INTELEKTUAL 01 LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA DAN 

KENDALA-KENDALANY A. 

Dalam rangka memberikan perhargaan atau reward terhadap usaha-usaha intelektual yang 

kreatif, mendorong mahasiswa dan dosen agar lebih rajin menulis, meneliti dan 

menghasilkan karya eipta. yang baru, serta memberikan hukuman (punishment) kcpada 

mereka yang malas. Pada sisi lain sebagai upaya un'tuk melindungi dan menegakkan Hak 

Cipta, dan mengurangi terjadinya peJanggaran, maka ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh Universitas Airlangga yaitll antara lain: 
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(3) Memb uat Imenetapk:'l11 Code of Conduct untuk mahasiswa dan juga Rules of 

Academic Miscond I1 cl untu I{ Staff Pcngaja r 

Code of Condllct for Student alld Rilles of Academic Miscondllct ini biasanya ditcrapkan 

pada perguruan linggi diluar ncgeri. Universitas Airlangga, da lam hal in; bisa dan perlll 

meneonloh bcbcrapa Universitas terkcnal yang ada diluar ncgcri, yang mcngatur hal-hal 

tersebut diatas. Adapun materi yang perlll dialur dalam kedua kelentuan tersebut diatas 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan integritas Akademik (academic il/tegrity). Biasanya 

plagiarism dikaitkan dengan inlegrilas akademik tersebut. Adapun integritas akademik illl 

sendiri adalah : 

"Academic integrity involves a good measure or trust between students, and 
between students and academic starr dan thes is examiners. Cheating, whether in the 
ronn or plagiari sm, bringing unauthorised material into exams, submitting raise 
requests ror aitemative exams or special consideration, or any otiter ronn, is a 
breach or this trust. Cheating !llso subserts the aims and value or students' 
studies.,m 

Bcrkaitan dcngan integrilas akademik ini Universitas Airlangga perl u mcnanamkan dan 

menegaskan kepada para slaffpengajar dan para mahasiswanya: 

I. agar mereka lebih sadar (aware) bahwa pada dasarnya Cheating yang dilakukan olch 

Mahasiswa illl akan membantu menghapuskan atau menurunkan kredibilitas dan 

rcputasi yang baik yang dimilik i oleh Universitas. 

2. Bahwa berJangsungnya !lilai pcnghargaan Sllatll universi tas menurut kacamata 

masyarakat dan institusi yang lain, sangat tergantung pada bagaimana Universitas 

Airlangga mempertahankan reputasinya sebagai sebllah Univers itas yang tc lah mampu 

membangun kepercayaan di masyarakal. 

3. Bahwa prak1:ek akademik yang bai.k mensyaratkan inlegri tas personal ( personal 

integrity) disamping pcnghargaan tcrhadap ilmu pcngctahuan. Hal ini tcnnasuk 

pemenllhall kewajiban yang sa ling menglllltungkan antara starr pcngajar dan 

mahasiswa. Sebagai eontoh, staff dosen dan penguj i skripsi diwajibkan untuk meni lai 

pekcrjaan mahasiswa seeara rair dan konsisten, sedangkan mahasiswa diwajibkan 

9' Code ofColldllclfor Sludelll, Faculty orLaw, The University or Technology Sydney, 

"ILIIi: 
~\. "'.1';'" ''':M~ 

tmn'lii lCl, "'8 "~IUJ\t'400& J 
!liJ ,~"J,AYA _ 

40 



diwajibkan untuk mengumpulka.n peke~aan yang menunjukkan usaha mercka 

sendiri untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, Universitas Airlangga juga perlu mendefinisikan kembali dcngan tcgas, kritcria 

Cheating dalam dunia akademik. Adapun yang dimaksud dengan Chealing adalah: 

"Segala bentuk ketidakjujuran atau penjiplakan yang dilakukan oleh mahasiswa 
atau segala usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengumpulkan tugas 
untuk penilaian yang bukan merupakan peke~aan dari mahasiswa itu scndiri apakah 
itu pada saat ujian formal atau sebaHknya akan dianggap sebagai academic 
misconduci. ,,96 

Sedangkan, materi yang harus diatur dalam Code oj Conduct Jor Student termasuk : 

1. Beberapa petunjuk tentang kebijakan Universitas maupun Fakultas yang akan 

membantu mahasiswa dalam membedakan pelanggaran-pclanggaran ringan 

terhadap kebiasaan kebiasaan akademik dan plagiarism yang merupakan kejahatan 

yang sangat serious (the most serious crimes) dalam dunia akademik. 

2. Definisi plagiarism dan atau penjiplakan. Mengapa problem ini bisa muneul dam 

bagaimana untuk menghindarinya. Biasanya problem plagiarism ini muneul bila 

aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan Joolnoling tidak diikuti dengan baik. 

Tentunya, untuk mahasiswa Program Sarjana, aturan-aturan ten tang menentukan 

plagiarism ini sangat berbeda dengan mahasiswa riset Pasea Sarjana. Namun yang 

terpenting adalah semua mahasiswa mengerti semua bent uk plagiarism. Dan juga 

pedoman bagi mahasiswa untuk menghindari plagiarism. serta sanksi dan 

hukuman bagi mereka yang melakukan plagiarism. 

(b) Membentuk Faculty Student Conduct Committee dan Faculty Academic 

Co"duct Committee. 

Sebagai suatu lembaga yang seeara spesifik mengontrol, mengawasidan menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan dilanggamya Code of Conduct oleh Mahasiswa 

maupun oleh staff pengajar. Di luar negeri. biasanya lembaga ini tcrdiri dari perwakilan 

dosen yang dipilih bersama- sarna oleh para dosen di Fakultasnya masing-masing dan juga 

mahasiswa yang telah duduk disemester akhir yang dipilih Fakultasnya. 
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(e) Menetapkan Kebijakan Fakultas Berkaitan Dcngan Tugas Tcrtulis. 

Kebijakan ini berkaitan dengan proses pengumpuJan tugas tertulis untuk menjamin bahwa 

tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu bukan hasil dari plagiarism atau tidak 

. digunakan oleh mahasiwa yang lain untuk rrielakukan pJagiat yaitu dengan mensyaratkan 

kepada mahasiswa untuk membuat atau menandatangani suatu pemyataan dalam setiap 

pengumpulan tugas yang menyatakan bahwa tugas yang mahasiswa kerjakan adalah karya 

mereka sendiri dan bukan hasil dari plagiat. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, 

terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian, jika mahasiwa sudah 

menandatangani pemyataan tersebut, kemudian di temukan bahwa mahasiswa tersebut 

melakukan plagiat, berarti mahasiwa tersebut tidak jujur karen a melakukan kebohongan, 

maka sanksi bisa dijatuhkan kepada mahasiswa tersebut dengan cepat. 

(d) Memaksimalkan Peran Sentra HAKI Universitas 

Peran Sentra HAKI Universitas Airlangga hendaknya ·tidak hanya berkaitan dengan tugas 

utama untuk memfasilitasi para peneliti dan para dosen atau masyarakat untuk 

mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau peran-pernn dan tugas sebagaimana 

diuraikan sebelumnya diatas. Tetapi hendaknya juga bisa dipakai sebagai forum konsultasi 

untuk menyelesaikan permasalahan pelanggarnn dan sengketa-sengketa Hak Atas 

Kekayaan Intelektual, atau Iebih dari itu, yang terjadi terutama dilingkungan Universitas 

Airlangga, misalnya yang berkaitan dengan penj iplakan dan plagiarb;m, dan permasalahan 

Jainnya. Sehingga tidak diharapkan, jika ada anggota civitas akademika atau masyarakat 

menghadapi sengketa atau masalah yang berkaitan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual 

diarahkan untuk membawa ke konsu1tan lain yang bersifat profit- oriented dengan alasan 

bahwa Senta HAKI tidak bisa menangani perkara tersebut. 

Selain itu Sentra HAKI juga perlu mengoptimalkan peran dan tugasnya untuk memberikan 

sosialisasi Undang-Undang yang berkiatan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, 

terutama Undang-Undang tentang Hak Cipta kepada seluruh Civitas Akademika di 

!Hi ibid 
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Lingkungan Universitas Airlangga, sehingga seluruh anggota Civitas Akademika 

merasakan manfaat atas kehadiran dan keberadaan Sentra HAKI Universitas. 

(e) Membuat Jaringan (Net-work) antar Perguruan Tinggi di Indonesia yang 

Mudah di Akses dengan Cepat.· 

Jaringan ini sangat penting untuk segera dibuat dan direalisasikan sebagai media utama 

untuk saling sharing informasi dan dokumen-dokumen. ilmiah antar perguruan tinggi di 

Indonesia. misalnya untuk publikasi judul dan isi hasil karya i1miah. skripsi. tesis dan 

disertasi; pubJikasi hasil peneJitian; pubtikasi buku baru; atau bahkan bisa lebih dari itu jika 

dimungkinkan bisa membuat on linejumal, dan lain-Iainnya. 

Selain untuk tujuan tersebut diatas, jaringan ini sangat penting artinya untuk membantu 

Pemerintah Indoensia dalam penegakan dan Perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual, 

terutama Un~ang-Undang tentang Hak Cipta karena diharapkan jaringan tersebut berisi 

publikasi semua karya cipta yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi, yaitu : publikasi 

hasil penelitian, karya tulis, thesis, diserta.si, laporan, artike-artikel ilmiah, dan lain-Iainnya. 

Dengan dipublikasikannya hasil-hasH karya intelekktual suatu perguruan tinggi dalam suatu 

jaringan yang mudah diakses, misalnya computer network, maka hasil karya cipta daTi 

sebuah perguruan tinggi' bisa diakses dengan mudah oleh dosen maupun mahasiswa, 

ataupun masyarakat umum, atau oleh dosen atau mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya jiplak menjiplak karya tutis, skripsi, 

thesis, disertasi, hasil penelitian, oleh dosen dan atau mahasiswa dalam satu perguruan 

tinggi, atau bahkan oleh dosen dan atau mahasiswa di suatu perguruan ~inggi dengan dosen 

dan atau mahasiswa di perguruan tinggi lain. Hal ini sangat dimungkinkan jika semua hasil 

karya cipta dari semua perguruan tinggi bisa dilihat dan dibaca di dalam computer network 

tersebut. 

(f) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang I1ak Cipta. 

Sosialisasi ini penting untuk diberikan kepada semua mahasiswa baru, dilakukan pada 

semester awaI, dan Iebih bermakna jika diberikan sebagai materi pada sa at Orientasi Study 
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dan Pengenalan Kampus (OSPEK). Materi pemahaman dan penghargaan terhadap hasil 

karya orang lain disertai dengan sosialisasi atas Undang-Undang tcntang Hak Cipta, 

pedoman cara penulisan tugas tertulis, dan pengenalan tcrhadap Code of Student Conduct 

perlu diberikan pada mahasiswa baru, sebelum mereka melakukan aktifitas proses belajar 

mengajar di kampus, atau sebelum mereka mendapatkan tugas-tugas maka kuliah yang 

sifatnya tertulis. 

Jika materi tersebut diberikan pada saat mahasiswa sebelum menyusun tugas akhir yang 

berupa skripsi, ini berarti dalam membuat tugas-tugas tertulis yang dibebankan kepada 

mahasiswa pada semester awal, mereka masih belum mempunyai pengetahuan yang cukup 

tentang bagaimana membuat tugas tertulis yang baik, yang tidak menjiplak, dan tidak 

melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta orang lain. Apalagi jika materi tersebut diatas 

baru ditawarkan kepada mahasiswa pada saat mahasiswa menempuh Mata Kuliah Metode 

Penulisan dan Penelitian Ilmiah, yang biasanya mata kuliah tersebut sebagai mata kuliah 

prasyarat sebelum Mata Kuliah Penulisan Skripsi. Hal tersebut dirasakan sangat terlambat. 

Pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang tentang Hak Cipta dan bagaimana 

menghindari pelanggaran tidak hanya diperlukan bagi mahasiswa yang mau menyusun 

skripsi atau tugas akhir saja. Tetapi semua proses berlangsungnya transfer of knowledge, 

proses belajar mengajar, dari semester awal sampai akhir harus juga memperhatikan hal 

. tersebut. Dalam membuat tugas-tugas tertulis, mahasiswa pun pertu bekal untuk memahami 

prinsip-prinsip plagairism. Dalam ujian mahasiswa pun perlu tahu tentang konsep cheating, 

dan lain-Iainnya. Semua usaha tersebut dimaksudkan untuk menjaga integritas dan 

kredibilitas Universitas Airlangga, sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, sebagai 

'centre of knowledge, centre of culture, dan centre of civilization sebagai masyarakat 

ilmiah. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

(a) Undang- Undang Tentang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang tidak atau belum diatur dalam 

Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya. yaitu : (1) scope perlindungan 

yang diperluas, meliputi : databese, penggunaan alat baik melalui kabel atau tanpa 

kabel termasuk media internet, untuk pem1Jtaran prod uk cakram optik mclalui 

audio visual dan/sarana komunikasi~ dan pencantuman hak informasi managemen 

elektronik dan sarana kontrol teknologi; (2) Proses penyelesaian sengketa, meliputi : 

Penye,lesaian sengketa melalui peradilan niaga, arbitrase dan alternative 

penyelesaian sengketa lainnya; Penetapan sementara pengadilan, dan; Batas waktu 

proses perkara di pengadilan; (3) Memperketat penegakan, meliputi: .Pencantuman 

mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk yang menggunakan 

sarana teknologi tinggi; Memperbesar aneaman pidana dan denda, dan~ Aneaman 

pidana terhadap perbanyakan komputer program. 

(b) Perubahan pengaturan tersebut sangat berdampak bagi pengembangan keilmuan dan 

penelitian karena ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru ini 

menganggap sebagai suatu pelanggaran terhadap perbanyakan suatu Ciptaan yang 

dilakukan oleh individu, tanpa seijin oleh Pemegang Hak Cipta. Kccuali kalau 

perbanyakan itu dilakukan dalam jumlah yang terbatas oleh perpustakaan umum. 

lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non 

komersial untuk kepentingan aktifitasnya. 

(e) Di lingkungan Universitas Airlangga sebenarnya sudah mempunyai cukup banyak 

lembaga atau unit yang bisa dioptimalkan peran dan fungsinya untuk membat1tu 

,inensosialisasikan dan menegakkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta kepada . 

para civitas akademika, yaitu: Sentra HAKI Universitas dan Sentra HAKI Fakultas 

Hukum; Perpustakan Umum ,dan perpustakaan fakultas-fakultas; Lembaga 
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Penelitian; Airlangga University Press; dan Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum 

Fakultas Hukum. 

(d) Masih banyak terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang Hak Cipta yang 

dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa di Iingkungan Universitas Airlangga, 

terutama dalam bentuk perbnayakan karya Ciptaan tanpa ijin Pemegang Hak, dan 

penggunaan Ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbemya (plagiarism atau 

jiplak menjiplak). Namun hal tersebut tidak banyak terpublikasikan karena beberapa 

alasan, yaitu: menjaga kredibilitas Universitas, senioritas, kedekatan kelompok, dan 

spirit of the corp. Biasanya sengketa yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan 

Intelektual diselesaikan pada tingkatan Fakultas, sesuai dengan kebijakan Fakultas. 

(e) Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adalah : 

rendahnya tingkat ekonomi, budaya masyarakat yang kurang mendukung. 

penegakan hukum yang lemah, dan tidak adanya sosialisasi Undang-Undang. 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya plagiarism atau jiplak 

menji,plak adalah: Tidak adanya aturan yang mengatur tentang Code of Conduct for 

Studeht dan Academic Misconduct; Tidak adanya suatu tembaga khusus yang 

secara spesifik mengontrol terjadinya pelanggaran etika akademik; Minat baca yang 

rendah dikalangan stafT pengajar; Tidak adanya jaringan an tar perguruan tinggi 

yang mudah diakses; tidak ada sosialisasi Undang-Undang Tentang Hak Cipta. 

2. Saran 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap kreatifitas intelektual dan penghargaan 

terhadap hasil karya orang lain, untuk mendorong stafT pengajar dan mahasiswa lebih 

bersemangat dalam berkarya, melakukan penelitian, menutis buku, membuat karya tutis, 

dan lain-lainnya, serta untuk membantu Pemerintah Indonesia menegakkan Undang -

Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, maka ada beberapa upaya yang perlu 

dilakukan oleh Universitas Airlangga, yaitu: 
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(a) Membuatlmenetapkan Code of Conduct untuk mahasiswa dan juga Rules of Academic 

Jvlisconduct; 

(b) Membentuk Faculty Student Conduct Commiflee dan Faculty Academic Nfi.licOftducl 

Commille; 

( c) Menetapkan kebijakan Fakultas berkaitan dengan tugas-tugas tertul is~ 

(d) Memaksimalkan peran Sentra HAKI Universitas dan Fakultas Hukum; Membuat 

Jaringan an tar Perguruan Tinggi yang mudah diakses dan cepat~ dan 

(e) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta kepada 

Mahasiswa baru. 
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